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ABSTRAK 

 

Nama/Nim : Rendy Safrian/16010402 

Fakultas/Prodi : Syari’ah & Hukum/Hukum Pidana Islam 

Judul Skripsi : Batas Nisab Harta dalam Had Pencurian Secara 

Berkelompok Menurut Mazhab Hanafi 

Tanggal Munaqasyah : 4 Januari 2022 

Tebal Skripsi : 83 

Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag 

Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I, M.A 

Kata Kunci : Batas, Nisab Harta, Had Pencurian, Secara 

Berkelompok. 

Para ulama berbeda pendapat tentang berapa batas minimal nisab harta curian 

secara berkelompok yang dapat diancam dengan hukuman had potong tangan. 

Pendapat mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali, 

mereka berijtihad sesuai dengan metode istinbatnya masing-masing. Penyebab 

perbedaannya karena tidak ada dalil yang tegas, spesifik dan qat’iy baik di dalam 

Al-Qur’an dan sunnah tentang batas minimal nisab harta curian yang dilakukan 

secara berkelompok supaya dapat dihukum dengan had potong tangan. Oleh 

karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama; berapa batas 

minimal harta curian secara berkelompok yang dapat diancam dengan hukuman 

had potong tangan menurut mazhab Hanafi?, kedua; bagaimana metode istinbat 

yang dilakukan mazhab Hanafi dalam menetapkan batas minimal nisab harta 

curian secara berkelompok yang dapat diancam dengan hukuman had potong 

tangan?. Tujuan penelian ini untuk mengetahui batas minimal harta curian secara 

berkelompok yang dapat diancam dengan hukuman potong tangan menurut 

mazhab Hanafi dan untuk mengetahui bagaimana metode istinbatnya.  Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis terhadap 

buku-buku fikih mazhab Hanafi. Hasil penelitiannya adalah bahwa para pelaku 

akan dihukum dengan had potong tangan jika masing-masing harta curian mereka 

mencapai batas nisab minimal 10 dirham atau 1 dinar, jika tidak maka akan 

dikenakan hukuman ta’zir. Metode istinbat yang diterapkan oleh mazhab Hanafi 

dengan melihat ke dalam Al-Qur’an terlebih dahulu tetapi tidak menemukan ayat 

yang khusus tentang batas minimal harta curian secara berkelompok. Kemudian 

mencarinya ke dalam hadis dan menemukan satu riwayat untuk dijadikan dalil 

bahwa Rasulullah saw bersabda (artinya) : tidak ada hukuman potongan tangan 

bagi pencuri kecuali mencapai nisab 10 dirham atau 1 dinar.  
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 

Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.AdapunPedoman Transliterasi 

yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan  

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 

 ṭ ط 16

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 B ب 2

 

 ẓ ظ 17

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع  T  18 ت 3

 Ś ث 4

s dengan 

titik di 

atasnya 

 gh غ  19

 

  f ف  J  20 ج 5

 ḥ ح 6

h dengan 

titik di 

bawahnya 

 q ق 21

 

  k ك  kh  22 خ 7

  l ل D  23 د 8



ix 

 

 Ż ذ 9

z dengan 

titik di 

atasnya 

 m م 24

 

  n ن  R  25 ر 10

  w و Z  26 ز 11

  h ه S  27 س 12

  ’ ء sy  28 ش 13

 Ş ص 14

s dengan 

titik di 

bawahnya 

 y ي 29

 

 ḍ ض 15

d dengan 

titik di 

bawahnya 

   

 

 

2. Konsonan 

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah a 

  َ  Kasrah i 

  َ  Dammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 



x 

 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و  Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

  ,kaifa =  كيف

 haula =      هول

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā ا  /ي

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah dan wau Ū و  

 

Contoh: 

 qāla =ق ال  

م ي  ramā =ر 

 qīla = ق يْل   

 yaqūlu = ي قوْل  

 

4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrahdan 

dammah, transliterasinya adalah t. 
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b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikutioleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta 

marbutah ( ة) itu ditransliterasikandengan h. 

Contoh: 

ضَة   فاَلارَوا طَا  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : الْا

رَةاالامَدِيانَة    نوََّ  /al-Madīnah al-Munawwarah: الام 

 al-Madīnatul Munawwarah 

 Ṭalḥah : طَلاحَةا  

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ulama sepakat bahwa pencurian dilarang dalam agama dan mencuri 

masuk dalam salah satu dosa besar.1 Pencurian dalam Islam disebut dengan al-

sariqah yaitu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.2 Pencurian adalah 

mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari 

tempat yang dijaga tanpa syubhat.3 Jadi, dalam Islam tentang pencurian dimaknai 

sebagai satu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-

sembunyi, dan barang yang diambil telah mencapai nisab. 

Pencurian dalam sistem hukum pidana Islam masuk dalam kategori 

jarimah hudud, yaitu tindak pidana secara tegas ada larangannya dalam Alquran 

dan hadis berikut dengan jenis dan kriteria sanksi hukumnya, berupa potong 

tangan. Hukuman potong tangan tersebut pada dasarnya bukan semata hukum 

yang baru ada sejak Islam datang, namun hukum potong tangan terhadap pencuri 

adalah hukuman yang justru telah berlaku pada masa jahiliah. 

Hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana disepakati para ulama 

tidak dapat diterapkan kecuali telah memenuhi syarat komulatif, yaitu pelaku 

sudah dewasa, barang yang dicuri tersimpan ditempat penyimpanan, barang yang 

dicuri bukan harta syubhat, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan harta 

curian harus mencapai nisab atau batas minimal harta yang memenuhi kualifikasi 

 
1Syamsuddin al-Zahabi, Dosa-Dosa Besar, (Terjemahan: Abu Zufar Imtihan al-Syafi’i), 

(Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 146-148. 
2Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, (Terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul 

Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294. 
3Abd al-Sami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Terjemahan: 

Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016), hlm. 331. 
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syarat potong tangan bagi pelakunya.4 Oleh sebab itu, hukuman potong tangan 

sebetulnya cukup sulit diterapkan mengingat syarat-syaratnya cukup ketat. 

Persoalan yang menarik dikaji dalam konteks kekinian adalah masih 

adanya beda pendapat dan kontrovesi antara ulama terkait konsep nisab harta 

curian. Perbedaan itu baik mengenai jumlah batas minimal harta yang dicuri yang 

menyebabkan potong tangan, juga perbedaan dalam masalah penetapan nisab 

harta curian dalam secara berkelompok melakukan tindak pidana. Sebagian ulama 

yaitu dari kalangan Hanafiyah menyebutkan nisab barang curian yang harus 

dihukum potong tangan adalah sepuluh dirham, sebab harga satu perisai yang 

dicuri saat itu adalah sepuluh dirham. 

Ada juga ulama yang berpendapat nisab dalam pencurian yang harus 

dihukum potong tangan adalah tiga dirham atau seperempat dinar, atau barang 

yang sebanding dengan harga tiga dirham tersebut. Ulama mazhab Hanafiyyah 

berpendapat 1 dinar atau 10 dirham, sementara menurut jumhur ulama mazhab 

Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat seperempat dinar atau tiga 

dirham atau yang senilai dengan itu.5 Di sini, jelas terdapat perbedaan yang cukup 

signifikan tetang batas harta sehingga dinamakan satu nisab harta curian. Dinar 

sendiri merupakan sejenis logam mulia, bernilai dan berharga, atau disebut juga 

dengan emas, namun kadarnya 22 karat. Kadar dinar yang biasa dipasarkan adalah 

½ dinar, 1 dinar dan 2 dinar. Sementara berat 1 dinar sama dengan 4,25 gram 

 
4Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 

hlm. 82-85. 
5Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, 

dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 381. 
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emas.6 Mengikuti perhitungan ini, maka seperempat (¼) dinar sama dengan 1 

gram emas lebih.7 Jika dihitung ke dalam harga 1 gram emas ± Rp 911.000.8 

Selain perbedaan menetapkan jumlah minimal nisab harta curian yang 

dapat dihukum potong tangan, ulama juga berbeda dalam menetapkan nisab 

curian bagi pelaku yang secara berkelompok melakukan tindak pidana pencurian. 

Jumhur ulama menyatakan pencuri yang mencuri harta secara berkelompok 

dengan jumlah harta mencapai nisab curian, maka semua pelaku dapat dihukum 

potong tangan. Sementara menurut mazhab Hanafiah, konsep nisab harta curian 

yang dilakukan secara berkelompok itu berlaku untuk satu orang pencuri harus 

mencapai satu nisab, dan pencuri lainnya juga harus mencapai satu nisab. 

Sehingga, masing-masing pencuri harus mendapat bagian nisab harta curian 

untuk dapat dihukum potong tangan.9 Artinya, mazhab Hanafī menentukan agar 

pelaku dapat dijatuhkan hukuman had potong tangan, maka harta curian itu harus 

dibagi terlebih dahulu untuk masing-masing pencuri dan semuanya harus 

mendapat bagian minimal nisab harta curian. Apabila setelah dihitung untuk tiap-

tiap pencuri itu tidak mencapai satu nisab harta, maka semua pelaku tidak dapat 

dihukum potong tangan.  

Menariknya, pendapat mazhab Hanafī ini menyelisihi pendapat jumhur 

ulama. Jumhur ulama, termasuk di dalamnya Malik, Syafi’i, Ahmad, dan Abu 

Tsur menyatakan pelaku pencurian melakukan pencurian secara berkelompok 

dapat dihukum potong tangan ketika jumlah gabungan harta curian tersebut telah 

memenuhi nisab harta, meskipun bagian curian kepada masing-masing pelaku 

 
6Ella Syafputri, Investasi Emas, Dinar, dan Dirham, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 

31. 
7Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syari’ah, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2018), hlm. 197. 
8Diakses melalui: http://investasi.kontan.co.id/news/harga-emas-antam-turun-rp-10000-

menjadi-rp-911000-per-gram-pada-selasa-303. Di akses pada tanggal 30 Maret 2021. 
9Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Terjemahan: Fuad Syaifudin 

Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 858. 
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tidak mencapai satu nisab. Sementara itu, menurut mazhab Hanafī, pelaku yang 

melakukan berkelompok tindak pidana pencurian tidak dihukum potong tangan, 

kecuali jika bagian curian kepada masing-masing pelaku mencapai nisab had.10  

Menurut al-Maudud, salah seorang ulama kalangan Hanafiah, ketika 

dalam kasus pencurian dilakukan secara berjamaah, atau kelompok, maka tiap-

tiap mereka harus memenuhi bagian nisab harta.11 Menurut al-Kasani, juga ulama 

kalangan Hanafiah mengemukakan bahwa nisab adalah salah satu syarat dapat 

dijatuhkannya hukuman had.12 Ia juga menegaskan ketika pencurian dilakukan 

secara berkelompok (jama’ah), masuk ke dalam rumah, dan keluar dari rumah 

korban, maka semuanya dihukum potong tangan (dengan syarat) ketika tiap-tiap 

dari mereka mendapatkan 10 dirham.13 

Dari penjelasan tersebut, menarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang 

pendapat mazhab Hanafī. Kajian ini tentunya menitikberatkan pada alasan, dalil, 

berikut dengan metode penemuan hukum yang digunakan mazhab Hanafī dalam 

menetapkan nisab curian dalam berkelompok tindak pidana pencurian. Untuk itu, 

penulis mengkaji masalah ini dengan judul: “Batas Nisab Harta Dalam Had 

Pencurian Secara Berkelompok Menurut Mazhab Hanafi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka di sini dirumuskan  

beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

 
10Ibid. 
11Abdullah bin Mahmud bin Maudud, al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar, Juz’ 4, (Beirut: 

Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp), hlm. 105-106. 
12Ala’uddi n Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fī Tartib al-Syara’i, Juz’ 

9, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 309 dan 312. 
13Ibid., hlm. 318-319: Jumlah 10 (sepuluh) dirham seperti tersebut di atas merupakan 

batas minimal nisab harta curian yang dapat dipotong tangan menurut mazhab Hanafī. 
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1. Bagaimana pandangan mazhab Ḥanafī tentang ketentuan nisab harta dalam 

had pencurian yang dilakukan secara berkelompok? 

2. Bagaimana dalil dan metode istinbath mazhab Ḥanafī tentang ketentuan nisab 

harta dalam had pencurian yang dilakukan secara berkelompok? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitiannya, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pandangan mazhab Ḥanafī tentang ketentuan nisab harta 

dalam had pencurian yang dilakukan secara berkelompok? 

2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath mazhab Ḥanafī tentang ketentuan 

nisab harta dalam had pencurian yang dilakukan secara berkelompok. 

 

D. Kajian Pustaka 

Subbahasan ini hendak menyajikan beberapa temuan penelitian terdahulu 

yang relevan dengan skripsi ini. Sejauh penelusuran terhadap penelitian-

penelitian terdahulu belum ditemukan adanya kajian khusus tentang Ketentuan 

Nisab Harta Dalam Had Pencurian Secara berkelompok Studi Pendapat Mazhab 

Hanafi. Namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, 

di antaranya sebagai berikut: 

1. Tesis yang ditulis Zulhija Yanti Nasution, Mahasiwi Program Studi  Hukum 

Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera 

Utara Medan pada Tahun 2014, dengan Judul: “Penggabungan Tindak Pidana 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam 

(Studi Komparatif)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gabungan tindak 

pidana terjadi manakala seseorang melakukan beberapa tindak pidana, baik 

tindak pidana itu sama maupun berbeda jenisnya, antara satu tindak pidana 

dengan tindak pidana yang lain belum adanya keputusan qadhi. Dalam teori 

penggabungan tindak pidana menurut hukum Islam terdapat dua teori yaitu: 
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pertama, teori saling memasuki atau al tadaahul dan Kedua, teori penyerapan 

atau al jabbu. Bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana (1) gabungan 

beberapa jarimah di mana setiap hukuman yaitu murni hak Allah, (2) gabungan 

beberapa jarimah di mana di dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan 

sekaligus hak hamba atau hak Adami, (3) gabungan beberapa jarimah di mana 

hukuman yaitu murni hak Adami. Sedangkan teori dabungan menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), absorbsi stelsel, dan absorbsi stelsel 

yang  dipertajam, cumulatie stelsel, cumulatie yang diperlunak. Menurut ilmu 

hukum, dalam hukum positif terdapat tiga bentuk gabungan melakukan tindak 

pidana yaitu gabungan satu perbuatan/concursus idealis/endaadse Samenloop 

(Pasal 62 KUHP), perbuatan berlanjut voorgezette handeling (Pasal 64 KUHP) 

kemudian gabungan beberapa perbuatan/concursus realis/meerdaadse samen 

loop (Pasal 65 s/d 71 KUHP). Persamaanya adalah, pertama keduanya sama-

sama memakai teori berganda yang terbatas, kedua dasar pemikiran yang sama 

dari kedua hukum tersebut yaitu adanya unsur kemaafan, ketiga keduanya juga 

berpendirian bahwa gabungan hukuman tanpa adanya pembatasan maka akan 

mengarah pada hasil yang ditolak oleh akal dan pemikiran syara, keempat baik 

syariat Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan 

melakukan tindak pidana ini. Meski begitu di antara keduanya ada perbedaan-

perbedaan dan juga persamaan-persamaan keduanya mengakui adanya teori 

penyerapan (absorbsi atau jabb). 

Perbedaanya ialah pertama pemakaian teori berganda terbatas dalam 

hukum Islam yang tidak dipergunakan secara mutlak, melainkan menerapkan 

hak itu di ketika terjadi satu jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang dan 

juga pada jarimah yang berbeda, tetapi hukumannya mempunyai itujuan yang 

sama, kedua Teori saling memasuki yang dipakai dalam hukum Islam jauh 

lebih luas jangkauannya dari pada KUHP, ketiga Adapun dasar teori saling 

melengkapi menurut para fuqahah ialah kesamaan tujuan pada hukuman-

hukuman  yang dijatuhkan. Dengan kata lain, teori saling melengkapi pada 
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hokum konvensional ditempatkan pada tujuan yang hendak didapati oleh 

pelaku, sedangkan dalam hukum Islam, teori tersebut ditempatkan dibawah 

tujuan yang hendak dicapai oleh Syar’i (pembuat hokum Syarak/ Allah dan 

Rasul-Nya), keempat Dalam KUHP, hukuman penjara menjadi hukuman yang 

asasi dengan batas masimal dan minimal. Dalam hal ini berarti hukuman 

tersebut dibatasi oleh waktu. Sementara itu dalam hukum Islam yang menjadi 

hukuman asasi ialah hukuman “potong” dan “cambuk”(hudud, Qishas, ta’zir), 

kelima Dalam hukum Islam teori penyerapan ini hanya digunakan gabungan 

hukuman yang hanya terdapat hukuman pembunuhan. Sementara itu dalam 

KUHP teori penyerapan ini penggunaannya tatkala terjadi gabungan hukuman 

yang terdapat hukuman terberat baik itu hukuman mati maupun penjara, 

keenam Meskipun hukum Islam menetapkan hukum penjara sementara untuk 

beberapa tindak pidana tertentu sebagai hukuman ta’zir, ia tidak perlu 

membuat batas tertinggi untuk hukuman tersebut sudah memakai teori saling 

memasuki/saling melengkapi, karena pertama Hukuman penjara bukanlah 

hukuman pokok dalam hukum Islam, kedua Masa hukuman penjara dalam 

hukum Islam tidak lama, ketiga Hukuman penjara tdak mungkin menjadi 

hukuman seumur hidup, keempat Hukuman penjara tidak terdiri dari beberapa 

jenis sebagaimana dijelaskan bahwa hukum Islam tidak menjadikan hukuman 

penjara sebagai hukuman asasi yang dibatasi oleh waktu sebagaimana halnya 

dalam KUHP.  

2. Skripsi yang ditulis oleh Raihanna Mira, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana 

Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Banda Aceh pada 

tahun 2019, dengan judul: “Nisab Pencurian (Studi Terhadap Pemikiran Imām 

Al-Syāfi’ī)”. Penelitian ditulis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan 

jenis analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imām 

al-Syāfi’ī, pelaku pencurian dapat dihukum ḥad potong tangan apabila barang 

curian mencapai nisab nilai minimum seharga ¼ dinar ke atas atau 3 dirham. 

Dalil dan metode istinbāṭ hukum yang digunakan Imām al-Syāfi’ī dalam 
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menetapkan nisab pencurian yaitu QS. al-Māidah ayat 38, ḥadīṡ riwayat dari 

Āisyah dan dari Abdullāh bin Umar. Menurut Imām al-Syāfi’ī, ketentuan lafaz 

“ وَٱلس ارِقَةَُّٱلس َّ ارِقَُّ ” pada QS. al-Māidah ayat 38 memberi indikasi hukum umum 

(‘ām) yang tidak disertai syarat banyak atau sedikit harta curian. Ḥadīṡ riwayat 

dari Āisyah dan dari Abdullāh bin Umar kemudian memberi ketentuan khusus 

(khāṣ) terhadap barang. Ḥadīṡ riwayat dari Āisyah menentukan ¼ dinar dan 

dari Abdullāh bin Umar menentukan 3 dirham. Antara dua riwayat ḥadīṡ (¼ 

dinar dan 3 dirham) tersebut tidak bertentangan, karena pada masa Rasulullah 

nilai ¼ dinar dan 3 dirham sama. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Ulya Azmina, Mahasiswi Prodi Studi Perbandingan 

Mazhab Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Banda 

Aceh pada tahun 2017, dengan judul: “Nisab Barang Curian Yang Diancam 

Hukuman Potong Tangan (Studi Perbandingan Mazhab Ḥanafī Dan Mazhab 

Maliki)”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka dengan 

metode kualitatif. Data-data yang telah terkumpul dianalisa melalui metode 

analisis-komperatif, yaitu menganalisis dua pendapat hukum yang berbeda 

sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan-pernedaannya. Hasil analisa 

menunjukkan bahwa menurut pendapat Mazhab Ḥanafī, nisab barang curian 

yang diacam hukuman potong tangan yaitu 10 dirham. Dalil yang digunakan 

adalah hadis riwayat ibn Abbas, yang menyatakan bahwa hukum potong 

tangan tidak dilakukan bagi pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, 

yaitu 10 dirham. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, nisabnya yaitu 3 

dirham. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat ibn Abbas terkait 

Rasulullah saw., pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng 

senilai tiga dirham. Persamaan Mazhab Ḥanafī dan Maliki yaitu keduanya 

memandang hukum potong tangan sebagai hukuman pokok pencurian, 

sebagaimana dimuat dalam surat al-Maidah ayat 38. Perbedaannya yaitu pada 

pemilihan hadis yang digunakan sebagai dalil rujukan masing-masing mazhab. 

Mazhab Ḥanafī lebih memilih riwayat hadis dari Ibnu Abbas terkait hukum 
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potong tangan tidak dilakukan ketika barang curian kurang dari 10 dirham. 

Sementara mazhab Maliki lebih memilih riwayat ibn Abbas terkait Rasul 

pernah menghukum pencuri yang mengambil tameng senilai tiga dirham. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Juandy, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Dan 

Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Makassar 2017, dengan judul: “Tinjauan Hukum Perbarengan Tindak Pidana 

Pencurian Disertai Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar 

Tahun 2012-2016)”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyebab 

terjadinya tindak pidana pencurian disertai kekerasan yaitu faktor ekonomi, di 

mana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka orang 

tersebut melakukan kejahatan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sendiri. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak 

pidana pencurian disertai kekerasan yaitu upaya yang bersifat preventif 

(pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam 

sarana non penal. Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan 

mempunyai dua cara yaitu melalui system peradilan pidana (penal) atau 

represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan dan sarana (non penal) atau 

preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Hakim dalam 

menjatuh kanputusan terhadap terdakwa sekiranya tidak terlalu ringan dengan 

mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang 

terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan atau efek jerah 

terhadap orang tersebut tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk 

melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan 

pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Asmir Reskianto, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan 

Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016, dengan judul: 

“Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Pencurian Dan Penganiayaan 

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)”. Penelitian 

dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian sosio yuridis dengan 
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pendekatan kriminologi dan sosio yuridis. Adapun sumber data yang 

digunakan yaitu sumber data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder 

berupa pengumpulan data dari berbagai referensi seperti jurnal, buku-buku, 

dokumen, dan bahan bacaan lainnya. Dengan tujuan untuk mengetahui 

penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan serta 

upaya lembaga pemasyarakatan klas 1 makassar dalam menanggulangi pelaku 

tindak pidana pencurian dan penganiayaan. Kemudian data yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif. Dari uraian proses pengkajian 

tersebut, maka diperoleh suatu analisa dengan kesimpulan bahwa sebab-sebab 

pelaku melakukan perbarengan tindak pidana (concursus) pencurian dan 

penganiayaan yaitu factor lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. Adapun 

upaya lembaga pemasyarakatan klas I makassar dalam menanggulangi 

perbarengan tindak pidana (concursus) yaitu dengan melakukan pembinaan 

kepribadian dan kemandirian berupa pemberian keterampilan dan pembinaan 

keagamaan dengan cara memberikan siraman rohani. 

6. Skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Wahidin, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015, dengan 

judul: “Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dengan Hukum Islam”.  

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain menunjukan bahwa 

dalam KUHP, tindak pidana pencurian diancam dengan penjara lima tahun dan 

denda sedangkan Hukum Islam tindak pidana pencurian diancam dengan 

hukuman potong tangan apabila unsur dan syaratnya terpenuhi. Apabila 

unsurnya tak terpenuhi maka terdapat bentuk hukumanya yang lain yaitu 

dihukum dengan hukuman tazir. Juga terdapat perbedaan pandangan dari segi 

unsur seperti dalam KUHP terdapat unsur sebagian atau seluruhnya milik 

orang lain sedangkan dalam Hukum Islam apabila benda yang dicuri 

merupakan harta bersama dari pelaku dan korban maka pelaku tidak akan 

dihukumi dengan hukuman potong tangan. Ini dikarenakan Hukum Islam 
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mewajibkan untuk menghindari sesuatu yang berbau syubhat. Hukum Islam 

lebih fleksibel karena dalam mekanisme pemberian sanksi melihat latar 

belakang dan alasan pelaku serta situasi dan kondisi sosial masyarakat. Ini 

dikarenakan Hukum Islam lebih mementingkan aspek jiwa yaitu menjaga diri 

dari kebinasaan demi keberlangsungan hidup manusia. 

7. Skripsi yang ditulis oleh Suwahyu, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2016, dengan Judul: 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus (perbarengan) dalam Tindak Pidana 

Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Barang (Studi Kasus Putusan No. 

1019/Pid.B/2013/Pn.Mks.)”. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Semua 

unsur tindak pidana kekerasan di muka umum terhadap barang yang  dilakukan 

oleh terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 

ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1)  KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, 

maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan 

putusan yang dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar 2). Dalam 

memutus perkara Nomor 1019/Pid.B/2013/PN.Mks., majelis hakim 

pengadilan negeri makassar mempunyai pertimbangan hukum yang 

meringankan hukuman pidana kepada terdakwa yaitu dengan pidana 1 (satu) 

tahun dan 4 (empat) bulan dan membayar biaya perkara. 

8. Skripsi yang ditulis oleh Yogi Pratama, Mahasiswa Departemen Hukum 

Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017, 

dengan Judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Pada Tindak 

Pidana Pembunuhan Dan Pencurian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan 

No.87/Pid.B/2015/Pn.Pkj)”. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

hukum pidana materiil dalam putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.PKJ. adalah 

kurang tepat. Di dalam dakwaan tersebut terdapat banyak kekeliruan 

dikarenakan majelis hakim dalam memutus suatu perkara dianggap kurang 

cermat dalam memperhatikan kasus ini. Menurut penulis, hanya dakwaan 

pertama subsidair yaitu Pasal 338 KUHP berupa pembunuhan yang dapat 
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dinyatakan terbukti. Sedangkan jika diperhatikan dengan cermat, seharusnya 

unsur-unsur di dalam tindak pidana pencurian juga harus dibuktikan di 

persidangan, karena kasus ini merupakan perbarengan atau gabungan tindak 

pidana yang terdiri atas dua tindak pidana yaitu pembunuhan dan pencurian. 

Menurut penulis, ada dua hal yang menjadi kekurangan di dalam putusan 

pengadilan ini yaitu pertama, surat dakwaan Penuntut umum seharusnya 

menggunakan surat dakwaan kumulatif, karena di dalam kasus ini ada dua 

tindak pidana, sedangkan faktanya surat dakwaan yang diajukan Penuntut 

umum yaitu dakwaan subsidairitas yang sifatnya alternatif. Dakwaan 

subsidairitas adalah surat dakwaan yang di dalamnya dirumuskan beberapa 

tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik  yang paling berat ancaman 

pidananya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya 

didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang 

pengadilan hanya “satu” dakwaan. Kedua, majelis hakim harus cermat 

memperhatikan kasus yang ditangani, meskipun pada dasarnya hakim tidak 

boleh memutus suatu perkara di luar dari tuntutan Penuntut umum, namun ada 

suatu asas yang berlaku di dalam hukum pidana yaitu hakim bersifat aktif yang 

artinya hakim diperbolehkan untuk memperluas putusannya jika ada fakta-

fakta hukum yang belum dibuktikan demi tercapainya keadilan bagi semua 

pihak. Kemudian Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam 

putusan No. 87/Pid.B/2015/PN.PKJ. Menurut penulis, pertimbangan hakim 

yang didasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP berupa tiga alat 

bukti yakni saksi,surat, dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa terdakwa Nurbaya alias Baya Bin Wa’Minu sebagai pelaku 

tindak pidana tersebut. Akan tetapi dalam mempertimbangkan dakwaan yang 

diajukan oleh Penuntut umum, hakim tidak memperhatikan dakwaan kedua 

yaitu Pasal 365 ayat (3) KUHP yang pada pokoknya menerangkan bahwa 

terdakwa berniat untuk memiliki atau menguasai barang milik korban secara 

melawan hukum dan dalam memudahkan tujuannya, terdakwa melakukan 
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kekerasan pada korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. 

Dalam perkara ini majelis hakim hanya meyakini bahwa tindak pidana yang 

terjadi hanya tindak pidana pembunuhan saja, sedangkan tindak pidana 

pencurian tidak dibuktikan di dalam persidangan karena sulitnya membuktikan 

unsur “mengambil” barang milik korban dan kurangnya fakta-fakta pendukung 

untuk membuktikan bahwa terdakwa  melakukan tindak pidana pencurian. 

9. Skripsi yang ditulis oleh Ekasari Juwandana, Mahasiswa Fakultas Syari’ah 

Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Pada Tahun 2017, dengan judul: 

“Tinjauan Hukum Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Kleptomania 

Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Setelah 

mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kleptomania, ditemukan 

bahwa kleptomania merupakan gangguan yang sulit untuk menahan dorongan 

mencuri. Kleptomania masuk dalam psikoneurosis yang gangguan kepribadian 

dengan taraf ringan, berbeda dengan psikosis yang gangguan kepribadiannya 

menyeluruh. Pencurian yang dilakukan oleh kleptomania tidak diberikan 

hukum potong tangan karena kleptomania merupakan sebuah gangguan, 

sanksi yang diberikan ialah hukum kawalan tidak terbatas. Sementara dalam 

hukum positif diberikan sanksi sesuai dengan pasal 362 KUHP.   Implikasi dari 

penelitian ini yaitu 1)perlunya perhatian lebih terhadappenderita kleptomania 

terkhusus pada keluarga, mengingat salah satu penyebab kleptomania ialah 

kurang mendapatkan perhatian, 2) hukum positif perlu membahas mengenai 

kleptomania, 3) hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian yang disebabkan oleh 

kleptomania. 

10. Skripsi Srinia Afriani, Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Program 

Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Arniry, Tahun 

2017, Dengan Judul: “Pencurian Pada Saat Bencana Alam  Perspektif 

Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ 

Pid.B/ 2005/ Pn-BNA)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hukuman 
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bagi pelaku pencurian dalam Islam yaitu hukuman hudud, namun dapat juga 

dikenakan dengan hukuman ta’zir bagi pencurian yang tidak memenuhi 

rukun dan syarat pada hukuman hudud. Sedangkan hukuman bagi pelaku 

pencurian pada saat bencana alam yang dikaji dalam penelitian ini dapat 

dikenakan hukuman hudud menurut ketentuan hukum Islam dan jika 

dikaitkan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.06/ Pid.B/ 

2005/ PN-BNA penjatuhan hukumannya kurang tepat karena hukuman yang 

diberikan hakim terlalu ringan meskipun dikenakan Pasal 363 pencurian 

karena pemberatan. 

11. Skripsi yang ditulis oleh Subaeri Chasen, dalam jurnal “al-jinayah: jurnal 

hukum pidana Islam, Vol. 3, No. 1, (2017) : Juni  ”, dengan judul: 

“Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum 

Pidana Islam”. Jurnal ini membahas tentang perbarengan tindak pidana 

antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dalam 

tinjauan fikih jinâyah. Kejahatan perbarengan tindak pidana antara 

pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan melanggar 

ketentuan pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 365 ayat (2) 

ke 2. Dalam pandangan fikih jinâyah, kasus perbarengan tindak pidana 

(concursus) pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan 

seharusnya mendapat hukuman mati atau qishâsh. Hal tersebut didasarkan 

kepada salah satu teori yang digunakan dalam memutuskan perkara gabungan 

tindak pidana yang di dalam kaidah fikih jinâyah dikenal dengan ta’addud al-

jarâ’im atau gabungan hukuman, yaitu teori penyerapan (al-jabb). Teori al-

jabb atau teori penyerapan adalah penjatuhan satu hukuman terhadap pelaku 

tindak pidana ganda dengan cara hukuman yang lebih kecil diserap oleh 

hukuman yang lebih besar, dalam hal ini adalah hukuman mati.  

12. Jurnal yang ditulis oleh Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, Staf 

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dalam 

jurnal: “Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.2 Oktober 2018”, 

http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/issue/view/66
http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/issue/view/66
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dengan judul: “Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan 

Tindak Pidana Menurut KUHP”. Penelitian ini membahas tentang bentuk-

bentuk kejahatan perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak 

pidana (samenloop) yang terjadi di dalam masyarakat.  Hal tersebut bisa 

terjadi dimana satu orang melakukan satu kejahatan tapi tidak jarang terjadi 

satu orang melakukan beberapa kejahatan baik dalam waktu yang sama di 

tempat yang sama.  Disisi lain, ada juga satu orang yang melakukan beberapa 

kejahatan pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda pula yang dalam 

hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau 

perbarengan tindak pidana (samenloop) atau dalam bahasa belanda ialah 

sameloop van strafbare feiten. Penelitian ini menggunakan metode normatif, 

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa ada tiga bentuk perbarengan tindak pidana yaitu 

Concursus idialis, perbuatan berlanjut dan concursus realis sedangkan sistem 

pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana dapat diterapkan tiga stelsel 

yaitu Stelsel absorpsi, Stelsel kumulasi dan Stelsel kumulasi terbatas.  

13. Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Nugroho, Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Sahid Jakarta pada Tahun 2012, dalam jurnal: “Jurnal Yudisial 

Vol. 5 No. 3 Desember 2012”, dengan Judul: “Disparitas Hukuman Dalam 

Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Kajian Terhadap Putusan 

Nomor 590/Pid.B/2007/Pn.Smg Dan Nomor 1055/Pid.B/2007/Pn.Smg.”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas hukuman dalam perkara 

pidana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari terhadap vonis 

apapun. Namun hal tersebu akan menimbulkan masalah ketika perbedaan 

tersebut tidak beralasan. Penulis menemukan terjadi disparitas hukuman 

dalam tindak pidan pencurian dengan pemberatan atas putusan hakim No. 

590/Pid.B/2007/PN.Smg dan putusan Nomor. 1055/Pid.B/2007/PN.Smg. 

Beberapa hasil kajian terhadap kedua putusan ini terungkap antara lain: (1) 

kedua putusan menunjukkan hakim dalam perkara pencurian dengan 
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pemberatan atas kedua putusan ini kurang memperhatikan faktor-faktor 

kriminogen yang ada di masyarakat, tidak bersandarkan kepada tujuan 

pemidanaan yang mengarahkan narapidana sebagai sarana untuk 

memperbaiki perilakunya, dan masih kental pola pikir positivistis atau 

legistis, yaitu dengan digunakannya teori pencegahan khusus  dan 

menerapkan sistem residivis; (2) dalam sudut pandang hakim dan kalangan 

akademisi, disparitas putusan hakim pada perkara pencurian dengan 

pemberatan dalam konteks kedua putusan tersebut tidak mungkin dapat 

dihilangkan, paling tidak diminimalisasi dengan cara mempertimbangkan 

pedoman yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat perbuatan lahiriah dan 

hal-hal yang bersifat subjektif seperti motivasi dan kesengajaan, juga 

memperhatikan akibat dari perbuatan, bobot kejahatan, cara melakukan, 

sikap batin (kesalahan), dan relevansi dengan hakikat delik. Hakim jangan 

hanya mengacu pada pertimbangan formal. 

Dari beberapa penelitian di atas terlihat belum ada yang secara spesifik 

menelaah pendapat Penentuan Nisab Harta dalam Tindak Pidana Pencurian yang 

dilakukan secara berkelompok (Studi Pendapat Mazhab Hanafi), hanya saja 

pembahasan secara umum. 

 

E. Penjelasan Istilah 

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting, sehingga perlu 

dijelaskan. Hal ini berguna untuk mengurangi kasalahan dalam memahami istilah 

yang dimaksudkan. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini ialah 

istilah “nisab harta”, “berkelompok”, “Had” dan Istilah “Pencurian”. Masing-

masing istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Nisab Harta  
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Nisab menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti jumlah harta benda 

minimum (misalnya yang dikenakan zakat).14 Menurut Setiawan Badi Utomo, 

nisab merupakan batas harta yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakat atau 

tidak, jika harta tersebut telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. 

Dalam makna lain, nisab juga berarti batas harta curian.15 Dengan demikian, yang 

dimaksud nisab di sini yaitu jumlah harta yang dijadikan sebagai batas barang 

curian sehingga pelaku pencuri sudah dapat dinyatakan bersalah dan dapat 

dihukum potong tangan. 

2. Berkelompok 

Istilah berkelompok adalah artinya pada satu perbuatan dilakukan secara 

bersama-sama, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam kaitan dengan tindak 

pidana, dimaksukan bahwa satu kejahatan atau perbuatan pidana dilakukan oleh 

dua orang atau lebih secara bersama-sama. 

3. Had 

Kata had berarti batasan, atau berbatas, atau hingga.16 Dalam bahasa Arab, 

kata had di ambil dari kata ḥadd (dengan tasydid atau huruf rangkap), huruf 

aslinya terdiri dari ḥa, dal, dan dal (ḥa-da-da), artinya memberi batas, 

membedakan, memisahkan, mencegah, menghindarkan, atau menjauhi hukuman. 

Kata ḥadd kemudian berubah menjadi kata ḥudūd, artinya hukuman atau 

batasan.17 Secara istilah, kata ḥadd atau ḥudūd adalah kejahatan atau maksiat yang 

 
14Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 

1005. 
15Setiawan Badi Utomo, Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat, (Bandung: PT Mizan 

Pustaka, 2009), hlm, 54. 
16Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar..., hlm. 201. 
17Ahmad Warson al-Munawwar, Kamus Arab Indonesai, (tanpa tahun dan tempat 

penerbut), hlm. 242-243. 
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telah ditetapkan oleh Allah jenis perbuatan dan hukumannya.18 Jenis kejahatan 

yang diancam dengan hukuman ḥad di antaranya adalah kejahatan perzinaan, 

pencurian, miras, dan kejahatan dengan menuduh seseorang berbuat zina kepada 

orang yang baik-baik.19 Jadi Kata had merupakan bentuk tunggal yang berarti 

batasan, patukan, atau ketentuan yang memiliki batas. Dalam makna hukum, had 

ialah ketentuan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana 

hudud, termasuk kasus pencurian, yang sudah ditetapkan batasan hukumannya 

dalam nash. 

4. Pencurian 

Kata pencurian menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 

curi, yang memiliki arti mengambil milik orang lain tanpa izin. Kata tersebut 

kemudian membentuk beberapa bentukan kata seperti mencuri-curi, pencuri, 

pencurian, dan kata curian.20 Sedangkan menurut istilah pencurian adalah 

pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam tanpa adanya amanah untuk 

menguasainya.21 Menurut Abdus Sami’ menyebutkan bahwa pencurian adalah 

mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari 

tempat yang dijaga tanpa syubhat.22 Maka dapat dipahami bahwa pencurian 

adalah suatu perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-

sembunyi, dan barang yang diambil telah mencapai nisab. 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu 

kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara 

 
18Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, aṭ-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar’iyyah, ed. In, 

Hukum Acara Peradilan Islam, (terj: Adnan Qahar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2006), hlm. 189. 
19Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Ṭurūq..., hlm. 189. 
20Tim Redaksi, Kamus..., hlm. 301. 
21Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid..., hlm. 852. 
22Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi..., hlm. 331. 
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metodelogis, sistematis dan konsisten.23 Jadi metode penelitian adalah suatu cara 

yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. 

Dalam Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-

Raniry, disebutkan bahwa dalam metode penelitian ini memuat tujuh subbahasan 

pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan 

skripsi.24 Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang 

digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif 

konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, 

nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola 

pengetahuan tertentu). Dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui 

interprestasi terhadap multi perspektif yang beragam. Jadi pendekatan penelitian 

dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa 

Ketentuan Nisab Harta Dalam Had Pencurian Secara berkelompok Studi 

Pendapat Mazhab Hanafi.. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini dilakukan dengan data perpustakaan (library 

research), Untuk menggali informasi terhadap Penentuan Nisab Harta dalam 

Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan secara berkelompok (Studi Pendapat 

Mazhab Hanafi). Dalam hal ini data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali 

pendapat para ulama yang digali dari literatur-literatur fiqh. Penulis dituntut untuk 

 
23Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 

13.  
24Tim Penyusun, Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019, (Banda Aceh: 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 45-46. 
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mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, berusaha mencari, mengumpulkan 

informasi atau bacaan dari berbagai sumber, berupaya untuk membaca referensi 

yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi 

kutipan-kutipan.25 

3. Sumber data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua 

kategori, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian 

yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data 

primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan tentang Ketentuan Nisab 

Harta Dalam Had Pencurian Secara berkelompok Studi Pendapat Mazhab 

Hanafi. 

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai 

tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada 

relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga 

dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, 

jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai 

dengan kajian penelitian ini.26 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan metode survey book atau library research 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:27 

a. Data primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas), 

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan buku atau 

kitab-kitab asli maupun terjemahan yang berkaitan dengan Ketentuan 

 
25Beni Ahmad Saebani, Metode..., hlm. 75.  
26Ibid., hlm. 158.  
27Beni Ahmad Saebani, Metode..., hlm. 158.  
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Nisab Harta Dalam Had Pencurian Secara berkelompok Studi Pendapat 

Mazhab Hanafi, seperti Buku: Abdurrahman Al-Juzairi, yang berjudul: 

Fikih Empat Mazhab, Terj: Saefuddin Zuhri, Buku: Syamsuddin Al-

Sarkhasi yang berjudul Kitab Al-Mabsuth, Buku: Abi Bakr Al-Razi Al-

Jassas yang berjudul Syarh Mukhtashar AL-Thahawi fi Al-Fiqh Al-Hanafi, 

Buku: Abdullah bin Mahmud bin Maudud yang berjudul al-Ikhtiyar li 

Ta’lil al-Mukhtar, Buku: Ala’uddi n Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani yang 

berjudul Bada’i al-Sana’i fī Tartib al-Syara’i, Buku: Abdul Qadir Audah, 

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terj: Tim Tsalitsah, Buku: Ibn Humam 

Al-Hanafi yang berjudul Fath Al-Qadir: Syarh Kitab Al-Hidayah fi Syarh 

Al-Bidayah Fi Al-Fiqh Al-Hanafi, Buku: Abi Muhammad Mahmud bin 

Ahmad Al-Ainani yang berjudul Al-Binayah fi Syarh Al-Bidayah, Buku: 

Ibn Qudamah, yang berjudul Al-Mughni. 

b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap 

bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama seperti Buku: 

Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid karangan Ibnu Rusyd. 

Buku: al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh 

karangan Wahbah Zuhaili. Buku: Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, 

Buku: Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich, Buku: 

Hukum Pidana Islam karangan Airi Safrijal, Buku: Hukum Jinayat Aceh: 

Sebuah Pengantar karangan Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, Buku: 

Ushul Fiqh karangan Amir Syarifuddin, Buku: Menggapai Hukum Pidana 

Ideal karangan M. Tahmid Nur, Buku: Hukum Pidana Islam karangan 

Mardani, Buku: Fatwa-Fatwa Kontemporer karangan Yusuf Al-

Qaradawi, Buku: Pengantar Hukum Pidana Islam karangan Zainuddin, 

Buku al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karangan Wahbah al-Zuhaili, Buku: 

Fiqh Imam Syafi’i karangan Wahbah al-Zuhaili, serta kitab-kitab lainnya 

yang dianggap relevan. 
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c. Data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari 

kamus-kamus, seperti kamus karangan AW. Munawwir dan M. Fairuz, 

yang berjudul: Kamus al-Munawwir, dan karangan Tim Redaksi yang 

berjudul Kamus Bahasa Indonesia, jurnal-jurnal, serta bahan dari internet 

dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini. 

5. Objektivitas dan Validitas Data 

Objektivitas dan validitas data terkait tentang uji validitas dan keabsahan 

data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian 

yang lebih luas, validitas berhubungan dengan kualitas data dan ketepatan metode 

yang digunakan. Jika subjek penelitiannya berupa buku terbitan maka objektivitas 

dan keabsahan atau validitas data terbantu oleh tahqiq atau catatan yang dibuat 

editor.28 

Berkenaan dengan penelitian ini, karena subjek penelitiannya berkenaan 

dengan pendapat mazhab Hanafi, maka subjek yang digunakan berupa kitab atau 

buku-buku yang menjelaskan secara langsung pendapat mazhab Hanafi. Di antara 

kitab-kitab yang digunakan dan keterangan validitasnya sebagai berikut: 

a. Kitab Imam Abi Hanifah (w. 150 H) pendiri mazhab Hanafi dengan judul: 

Musnad Abi Hanifah, kitab ini berisi mengenai riwayat-riwayat hadis yang 

salah satu periwayatnya adalah Imam Abi Hanifah sendiri. Kitab ini 

merupakan riwayat dari Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin 

Ya’qub Ibn Al-Haris Al-Harisi, diterbitkan oleh Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah 

pada tahun 2008, di Bairut. 

b. Abi Bakr Al-Razi Al-Jassas (w. 370 H), ia merupakan ulama bermazhab 

Hanafi, salah satu karyanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

 
28Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, (Banda 

Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), hlm. 39. 
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Syarh Mukhtashar Al-Thahawi fi Al-Fiqh Al-Hanafi, diterbitkan oleh Dar 

Al-Basya’ir Al-Islamiyyah, tahun 2010 di Beirut. 

c. Syamsuddin Al-Sarkhasi (w. 483 H) merupakan salah satu ulama mazhab 

Hanafi. Kitab Al-Mabsuth, merupakan salah satu kitab neliau yang populer 

dan merupakan kitab representatif di dalam mazhab Hanafi, diterbitkan 

oleh Dar Al-Ma’arif, di Beirut. 

d. Ala’uddi n Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani (w. 587 H). kitabnya Bada’i 

al-Sana’i fī Tartib al-Syara’i, merupakan kitab fikih dalam mazhab Hanafi 

dan tidak sedikit juga menjelaskan tentang perbandingkan mazhab ulama, 

termasuk menyinggung pendapat ulama-ulama mazhab yang lain. Kitab 

tersebut telah diterbitkan oleh Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, pada tahun 2003 

di Beirut. 

e. Abdullah bin Mahmud bin Maudud (w. 683 H), salah satu tokoh ulama 

populer mazhab Hanafi. Ia menulis kitab fikih mazhab Hanafi yang 

berjudul: Al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar, diterbitkan oleh Dar al-Kutb al-

‘Ilmiyyah, di Beirut. 

f. Ibn Humam Al-Hanafi (w. 861 H), ia menulis kitab Fath Al-Qadir: Syarh 

Kitab Al-Hidayah fi Syarh Al-Bidayah fi Fiqh Al-Hanafi. Kitab ini juga 

membahas tentang pendapat-pendapat hukum dalam mazhab Hanafi, yang 

diterbitkan oleh Al-Mamlakah Al-‘Arabiyyah Al-Su’udiyyah, pada tahun 

1315 H, di Mesir. 

Untuk menguji objektivitas dan keabsahan (valilditas) data terhadap kitab-

kitab tersebut maka dapat diketahui melalui tiga hal: 

a. Kredibilitas (credibility) sehingga dapat dipercaya. Dari aspek ini, maka 

semua kitab tersebut diakui sebagai kitab-kitab yang populer dan juga bisa 

mewakili pandangan dalam mazhab Hanafi, dan merupakan kitab-kitab 

yang dipandang representatif dalam mazhab Hanafi. Sehingga, dari aspek 

kredibilitasnya telah dipercaya banyak ulama. 
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b. Dependabilitas (dependability) atau keterulangan. Dilihat secara seksama 

dan analisis terhadap muatan isi dan materi di dalam kitab-kitab tersebut, 

maka ditemukan bahwa antara satu kitab dengan kitab yang lain memberi 

keterangan yang sama mengenai pandangan mazhab Hanafi. Dalam artian 

bahwa pendapat Al-Sarkhasi mengenai konsep pencurian secara jama’ah 

atau berkelompok juga sama sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Humam 

dan ulama-ulama lainnya. Oleh sebab itu, keterulangan pandangan yang 

sama menunjukkan dependability dari pendapat tersebut. 

c. Konfirmabilitas (comfirmability) maknanya bisa dikonfirmasi oleh orang 

lain. Kaitan dengan aspek ini, maka kitab-kitab yang telah penulis uraikan 

di atas dapat diakses dengan cukup mudah dan dapat dikonfirmasi melalui 

berbagai rujukan, baik tentang kitab-kitab yang khusus membahas ulama 

mazhab Hanafi, atau kitab-kitab yang berisi tentang Fiqh Muqarran atau 

fikih perbandingan. 

6. Teknik Analisis data 

Data dianalisis dengan,29 menggunakan buku-buku yang membahas 

tentang Ketentuan Nisab Harta Dalam Had Pencurian Secara berkelompok, serta 

beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang permasalahan 

tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama 

dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul 

dimana pada penelitian ini digunakan metode analisis-normatif-kualitatif, yaitu 

penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu 

pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan 

menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan. 

7. Pedoman Penulisan 

 
29Beni Ahmad Saebani, Metode..., hlm. 158. 
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Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku 

pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun edisi Revisi 

tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur’an penulis kutip dari al-Qur’an 

dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat 

bab, dengan uraian sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 

metode penelitian yang menguraikan penjelasan tentang pendeketan penelitian, 

jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas 

data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan. 

Bab dua menerangkan tentang batasan nisab harta dalam had pencurian 

secara berkelompok, yang berisi tentang, pengertian had pencurian, landasan 

hukum tentang larangan pencurian, rukun dan syarat tindak pidana pencurian, 

nisab harta curian, dan pendapat ulama mengenai nisab harta dalam pencurian 

secara berkelompok. 

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian,  

tentang pendapat mazhab Hanafi tentang batas nisab harta curian secara 

berkelompok, dalam bab tiga ini terdiri beberapa penjelasan subab, antara lain 

profil mazhab Hanafi, pandangan mazhab Hanafī tentang ketentuan nisab harta 

dalam had pencurian yang dilakukan secara berkelompok, dalil dan metode 

istinbath mazhab Hanafī tentang ketentuan nisab harta dalam had pencurian yang 

dilakukan berkelompok. 
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Bab empat yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang 

sudah ditemukan, kemudian dikemukakan saran penelitian. 
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BAB DUA 

BATAS NISAB HARTA DALAM HAD PENCURIAN  

SECARA BERKELOMPOK 

 

A. Pengertian Had Pencurian 

Istilah had pencurian tersusun dari dua kata yaitu had dan pencurian. Kata 

had secara etimologi berarti membatasi, memberi batas, membedakan, mencegah 

dan menghindarkan, menjatuhi hukuman.30 Istilah had sendiri merupakan bentuk 

tunggal, sementara bentuk jamaknya adalah hudud artinya suatu bentuk hukuman 

atau batas.31  

Secara terminologi, definisi had cukup banyak ditemukan di dalam buku-

buku hukum pidana. Ada kalanya ditulis dalam pengertian hukuman had atau ada 

juga menyebutkan istilah hudud. Dalam mazhab Hanafi, sebagaimana diulas oleh 

Muhammad AL-Hanafi Al-Sarakhsi, bahwa had secara istilah adalah: 

 32مقدرة وجبت حقا لله تعالى. الحد في الإصطلاح: عقوبة 

Menurut pengertian istilah, had marupakan hukuman yang tertentu yang 

telah diwajibkan karena menjadi hak bagi Allah Swt. 

Menurut Al-Juzairi, had adalah hukuman yang ditentukan dalam rangka 

memenuhi hak Allah.33 Menurut Abdul Qadir ‘Audah, had adalah:

 
30Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 2007), hlm. 242. 
31Ibid., hlm. 243. 
32Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi Al-Sarakhsi, Al-Muhith Al-Radhawi fi Furu’ 

Al-Fiqh Al-Hanafi, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Kutb Al’Ilmiyyah, 1971), hlm. 188. 
33Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, (Terj: Saefuddin Zuhri), Jilid 6, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 80. 
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 34الحد هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى. 

Had adalah hukuman muqaddarah (yang telah ditentukan) dan merupakan 

hak Allah Swt. 

Dengan begitu, hukuman had diartikan sebagai hukuman yang sudah 

ditetapkan secara pasti batasannya, baik bentuk dan jenis sanksinya. Mengacu 

kepada beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa istilah had cenderung 

lebih dimaknai sebagai hukuman, sementara hudud merupakan nama bagi suatu 

kejahatan-kejahatan yang dihukum dengan hukuman had. Dalam fikih jinayat, 

kejahatan-kejahatan hudud yang sudah ditetapkan jenis perbuatan dan juga sanksi 

pelaku pidananya misalnya zina, qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina),35 

pencurian dan perampokan, meminum khamar, keluar dari agama Islam.36 

Ḥudūd dalam Islam diartikan sebagai jenis hukuman yang telah ditetapkan 

kadar dan jenisnya oleh syariat, sebagai hak Allah SWT. atas manusia. Atau 

diartikan juga sebagai sebuah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dalam 

suatu tindak kriminal tertentu, agar seseorang tidak terjerumus dalam perbuatan 

tersebut.37  

Istilah ḥadd merupakan bentuk tunggal dari ḥudūd, dengan begitu ḥadd 

diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ḥudūd. 

Secara lughah, ḥadd berarti pencegahan atau dinamakan dengan batas.38 Menurut 

Al-Qaradawi ḥudūd, berarti kejahatan yang ada kaitannya dengan disyariatkannya 

konsekuensi hukum. Sisalnya penerapan hukuman ḥadd adalah perampokan atau 

 
34Abdul Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi Qanun Al-Wadh’i, 

Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, t. tp), hlm. 78-79. 
35Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin..., hlm. 314. 
36Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana 

Islam Serta Ekonomi Syariah, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2016), 313-320. 
37Jauhar Ridloni Marzuq, Inilah Islam, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 152. 
38Kāmil Muḥammad ‘Uwaidah, al-Jāmi’ fī Fiqh al-Nisā’, (Terj: M. Abdul Ghoffar EM), 

Cet. 11, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 599. 
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qat’u al-thariq.39 Pemaknaan ḥudūd menurut Al-Qaradawi tersebut mengandung 

arti bahwa istilah ḥadd berhubungan dengan hukuman yang telah disyariatkan, 

artinya sanksi yang sudah ada ketetapan jenis serta batasan-basatannya. Sehingga, 

makna ini relevan dengan makna asal ḥadd itu sendiri. 

Al-Jaziri menyebutkan ḥadd identik dengan hukuman yang ditetapkan oleh 

sumber syariat untuk pelaku kejahatan.40 Keterangan lebih rinci disebutkan oleh 

Ahmad Imam, ḥudūd ialah bentuk plural dari lafaz ḥadd, maknanya secara bahasa 

adalah penghalang di antara dua perkara, baik penghalang tersebut secara tampak 

nyata ataupun secara maknawi. Ḥudūd secara terminologi berarti sanksi yang 

kadarnya ditetapkan Allah Swt, demi menciptakan kemaslahatan masyarakat. 

Menciptakan kemaslahatan merupakan tujuan utama dari ḥudūd yang 

ketentuannya menjadi hak prerogatif Allah Swt. Dengan demikian, pelanggaran 

yang hukumannya masuk dalam wilayah ḥudūd sanksinya tidak dapat digugurkan 

perorangan maupun kelompok masyarakat.41 

Menurut istilah syara’ pidana ḥudūd adalah semua perbuatan pidana yang 

diancam dengan hukuman ḥadd. Maksud hukuman ḥadd adalah hukuman yang 

telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya. Hukuman tersebut merupakan hak Allah 

Swt. Maknanya, hukuman tersebut tidak mempunyai batasannya, baik terendah 

maupun tertinggi. Arti yang menjadi hukuman pemberian hak Allah adalah bahwa 

ketentuan hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perorangan maupun 

oleh masyarakat maupun oleh penguasa. Sanksi yang termasuk hak Allah adalah 

semua hukuman yang dikehendaki untuk memelihara kepentingan masyarakat 

 
39Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmih wa Falsafatih fī 

Ḍauw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 

2010), hlm. 885. 
40Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, (Terj: Saefuddin Zuhri dan 

Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14. 
41Nuraisyah, Pelaksanaan Hukum..., hlm. 28. 
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secara umum tanpa membedakan satu sama lain.42 Hukuman ḥudūd adalah sanksi 

yang tela ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Alquran dan Hadis. Hukuman ḥudūd 

adalah hak Allah Swt. yang tidak boleh diubah dan ditukar atau dipindahkan atau 

dimaafkan siapa pun di dunia ini.43 Dengan begitu, di dalam pemaknaannya, kata 

ḥadd yaitu hukuman yang sudah ditetapkan di dalam Alquran maupun hadis 

mengenai batasan-batasannya, atau tentang jenis dan model hukumannya. 

Istilah kedua yang perlu dijelaskan adalah pencurian. Istilah pencurian ini 

secara bahasa merupakan bentuk kata yang sudah disisipi oleh imbuhan pen- dan 

-an, oleh sebab itu asal mula kata pencurian ini adalah curi, dalam Kamus Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin. Kata 

pencurian berarti perbuatan mencuri.44 

Kata pencurian ini, dalam bahasa Arab digunakan istilah sirqah atau dapat 

ditulis َُّالْسِرْقَة, artinya mencuri, merampok, menculik, mencuri barang kecil, atau 

mencopet, menjiplak, dan melakukan plagiat.45 Pemaknaan etimologis dari kata 

al-sirqah tersebut sama dengan makna istilah, hanya saja terdapat penambahan-

penambahan yang memberikan batasan-batasan yang membedakan tindak pidana 

pencurian dengan tindakan lain yang serupa, misalnya mencopet, merampok, dan 

begal serta istilah lain yang serupa. 

Menurut makna istilah, terutama dalam pengertian mazhab Hanafi, yaitu 

mengambil harta orang lain, dilakukan secara diam-diam.46 Pencurian (sariqah) 

adalah mengambil harta milik orang lain dengan diam-diam yaitu dengan jalan 

 
42Ibid. 
43Fuad Thohari, Hadis Ahkam; Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (ḥudūd, qishas, 

dan ta’zir), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 50. 
44Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 301. 
45Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir..., hlm. 628. 
46Syamsuddin Al-Sarakhsi, Al-Mabsut, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t.tp), hlm. 133. 
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sembunyi-sembunyi.47 Ini menandakan bahwa mengambil hak milik orang lain 

secara terang-terangan tidak termasuk ke dalam makna al-sariqah atau pencurian. 

Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi menjelaskan adanya perbedaan pencurian 

dan tindakan lain yang identik bentuknya dengan pencurian. Ia menyebutkan, 

istilah pencurian (al-sirqah) ialah mengambil barang atau harta orang lain secara 

sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Hal ini berbeda antara mencuri 

dengan menjambret, merampas atau mencopet, atau merampok.48 

Amir Syarifuddin menjelaskan makna al-sariq (pencuri) ialah orang yang 

mengambil harta yang bernilai milik orang lain dalam tempat penyimpannya dan 

dilakukan secara sembunyai-sembunyi.49 

Pengertian yang lebih rinci dikemukakan oleh Al-Juzairi, bahwa mencuri 

adalah pengambilan barang milik orang lain, yang mencapai nisab, dari tempat 

penyimpanannya, yang dilakukan oleh orang yang berakal dan juga baligh secara 

sembunyi-sembunyi, di mana tidak ada kepemilikan baginya pada barang tersebut 

tidak ada pula syubhat kepemilikan baginya, dan tidak pula diamanatkan kepada 

pelakunya. Pencuri tersebut melakukan perbuatannya secara sukarela dan bukan 

sebab terpaksa, baik dia seorang muslim, zimmi, orang murtad, laki-laki, ataupun 

perempuan, orang merdeka atau budak.50 

Mengacu kepada beberapa definisi di atas, dapat dipahami pencurian ialah 

tindakan atau perbuatan seseorang dalam bentuk mengambil hak milik orang lain 

dari tempat di mana barang tersebut ditempatkan dengan syarat telah sampai 

kepada nisab harta, dan dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat 

 
47Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 

63. 
48Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, Anda Bertanya Islam Menjawab, (Terj: Abu Abdil 

lah Al-Mansyur), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 261. 
49Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

hlm. 14. 
50Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat..., hlm. 266. 
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sebagai pencuri seperti berakal, baligh, merdeka atau budak, berstatus muslim 

atau zimmi (non-muslim yang mendapatkan jaminan satu jaminan keamanan dari 

pemerintah Islam), laki-laki maupun perempuan. 

 

B. Landasan Hukum Tentang Larangan Pencurian  

Secara hukum, pencurian termasuk dalam salah satu perbuatan terlarang 

dan pelakunya dipandang telah melakukan perbuatan dosa. Bahkan, bagi pelaku 

yang melakukan secara terus menerus termasuk ke dalam kejahatan berat.51 Dasar 

hukum larangan pencurian ini ada dalam bentuk ayat-ayat yang tegas menyatakan 

sanksi hukumnya. 

Ada juga ayat yang secara implisit (secara tersirat dan tidak langsung) 

mengandung larangan mencuri, sebagaimana ayat-ayat Alquran tentang larangan 

memakan harta milik orang lain secara batil seperti dinyatakan di dalam QS. Al-

Baqarah [2] ayat 188 dan QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29. Kedua ayat tersebut melarang 

seseorang yang beriman memakan harta orang lain secara batil. Larangan tersebut 

mencakup makna umum, misalnya di dalam bentuk memakan riba, mencuri dan 

lain sebagainya.52 Menurut Sa’id Abdul Azim bahwa memakan harta dengan cara 

batil seperti tersebut dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 dan QS. Al-Nisa’ [4] 

ayat 29 ialah dengan dua jalan. Pertama, mengambil harta tanpa izin dan kerelaan 

pemiliknya bahkan dengan cara yang zalim seperti mencuri.53 Kedua, mengambil 

 
51Maulana Muhammad Ali, Islamologi, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet 8 (Jakarta: 

Darul Kutubil Islamiyyahh, 2016), hlm. 762. 
52Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, 

dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 459. 
53Sa’id Abdul Azim, Jual Beli, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 

105. 
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dengan izin dari pemiliknya namun dengan jalan yang dilarang oleh syariat seperti 

berjudi dan riba.54 

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat diketuhi bahwa kedua ayat tersebut 

pada dasarnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi semua bentuk tindakan 

memakan harta milik orang lain secara batil, termasuk di dalamnya ialah tindakan 

pencurian. 

Dalil lainnya yang lebih tegas menjelaskan hukuman had terhadap pelaku 

pencurian adalah QS. Al-Maidah [5] ayat 38: 

ارقُِ  ُ عَزيِْ زٌ حَكِيْمٌ. وَالسَّ ِ وَۗاللّهٰ نَ اللّهٰ ًۢ بِاَ كَسَبَا نَكَالًا مِٰ
ارقَِةُ فَاقْطعَُوْْٓا ايَْدِيَ هُمَا جَزاَۤءا  وَالسَّ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan 

dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana 

(QS. Al-Ma’idah [5]: 38). 

Ayat di atas lebih tegas menyebutkan hukum pencurian. Jika sebelumnya 

hanya menerangkan adanya larangan memakan harta orang secara batil, maka di 

dalam ayat di atas justru dikemukakan lebih rinci baik mengenai jenis perbuatan 

maupun jenis sanksinya. Menurut QS. Al-Ma’idah [5] ayat 38 tersebut, hukuman 

bagi pelaku pencurian, baik laki-laki atau perempuan adalah potong tangan. 

Menurut Imam Al-Suyuthi,55 sebab turun ayat di atas adalah berhubungan 

dengan salah satu riwayat dari dari Ahmad dari Abdullah bin Amr. Di dalam hal 

ini, ia berkata bahwa di zaman Rasulullah ada seorang wanita mencuri lalu tangan 

kanannya dipotong, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah Saw menyangkut 

ada tidaknya kemungkinan ia masih dapat bertobat atau tidak. Terhadap masalah 

 
54Raghib Al-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, (Terj: Malik Supar, Sonif 

dan Masturi Irham), (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 116. 
55Imam Al-Suyuthi, Sebab Turunnya Ayat Alquran, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 224-225. 
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tersebut maka Allah menurunkan ayat tersebut.56 Ibn Ishaq menjelaskan bahwa 

ayat tersebut bermakna umum. Artinya, semua orang yang mencuri dengan tidak 

melihat batas minimal barang curian wajib dipotong tangan.57 Adas dasar itu 

maka semua pencuri yang sudah memenuhi syarat-syarat perncurian maka wajib 

dijatuhi hukuman potong tangan, sebab hukuman potong tangan yang disebutkan 

dalam ayat di atas adalah hukuman pokok bagi pencuri. 

Dalil hukum pencurian ini juga ditemukan dalam beberapa riwayat hadis, 

di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah sebagai berikut: 

سَرقََتْ   الَّتِِ  الْمَخْزُومِيَّةِ  الْمَرْأةَِ  شَأْنُ  أَهَََّهُمْ  ا  قُ ريَْشا أَنَّ  عَائِشَةَ  وَمَنْ  عَنْ  فَ قَالوُا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ للَّّ ا صَلَّى  للَِّّ  ا رَسُولَ  فِيهَا  يكَُلِٰمُ  مَنْ  فَ قَالوُا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أسَُامَةُ فَ قَالَ رَ  للَّّ ُ عَلَ يََْتََِئُ عَلَيْهِ إِلًَّ أسَُامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى ا للَِّّ صَلَّى اللَّّ في حَدٍّ مِنْ  سُولُ ا يْهِ وَسَلَّمَ أتََشْفَعُ 

مُْ كَانوُا إِ  لَكُمْ أَنََّّ اَ أهَْلَكَ الَّذِينَ قَ ب ْ عِيفُ  حُدُودِ اللَِّّ ثَُُّ قاَمَ فَاخْتَطَبَ فَ قَالَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ ريِفُ تَ ركَُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّ ذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّ

دٍّ سَرقََتْ لَقَطعَْتُ يدََهَا.أقَاَمُوا عَلَيْ  للَِّّ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنِْتَ مَُُمَّ   .58هِ الْحدََّ وَايُْْ ا

Dari pada Aisyah bahwa orang-orang quraisy merasa kebingungan dengan 

masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, kemudian 

mereka berkata: Siapa yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada 

Rasulullah Saw, maka mereka mengusulkan tidak ada yang berani kecuali 

Usamah, seseorang yang dicintai oleh Rasulullah Saw. Sesaat kemudian, 

Usamah mengadukan hal itu pada beliau, maka Rasulullah Saw bersabda: 

Apakah kamu hendak memberi Syafa'at (keringanan) dalam hukum dari 

hukum-hukum Allah? kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, sabdanya: 

Wahai sekalian manusia, hanyasanya yang membinasakan orang sebelum 

kalian adalah, di ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka 

membiarkannya (tidak menghukum), sementara itu jika orang-orang yang 

rendahan dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi 

Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri 

yang akan memotong tangannya. (HR. Muslim). 

Dalil lainnya yaitu hadis riwayat Abi Dawud. 

 
56Ibid. 
57Abdurrahman bin Ishaq, Tafsir Ibn Katsir, (Terj: M. Abdul Ghofar EM), Juz 3, (Jakarta: 

Pustaka Imam Syafi’i, 2003), hlm. 82. 
58Imam Muslim, Sahih Muslim, (Riyadh: Dar Al-Salam, 2000), hlm. 748. Nomor Hadis 

4410. 
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 ُ للَّّ لَى النَّبِِٰ صَلَّى ا للَِّّ قاَلَ جِيءَ بِسَارقٍِّ إِ اَ سَرَقَ فَ قَالَ اقْطعَُوهُ قاَلَ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا للَِّّ إِنََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ اقْ تُ لُوهُ فَ قَالوُا يََ رَسُولَ ا
اَ سَرَقَ فَ قَالَ اقْطعَُوهُ قَ  للَِّّ إِنََّّ ءَ بهِِ الثَّانيَِةَ فَ قَالَ اقْ تُ لُوهُ فَ قَالوُا يََ رَسُولَ ا ءَ بِهِ الثَّالثَِةَ فَ قَالَ اقْ تُ لُوهُ فَ قَالوُا يََ  الَ فَ قُطِعَ ثَُُّ جِي فَ قُطِعَ ثَُُّ جِي

للَِّّ  اَ سَرَقَ فَ قَالَ اقْطَعُوهُ ثَُُّ أُتَِ بهِِ الرَّابعَِةَ فَ قَالَ اقْ تُ لُوهُ فَ قَالوُا يََ رَسُولَ ا للَِّّ إِنََّّ اَ سَرَقَ قاَلَ اقْطعَُوهُ فأَُتَِ بِهِ الْْاَمِسَةَ فَ قَالَ اق ْ رَسُولَ ا تُ لُوهُ   إِنََّّ

نَا عَلَيْهِ الحِْجَا في بئِْرٍّ وَرَمَي ْ نَاهُ   .59.رةََ قاَلَ جَابرٌِ فاَنْطلََقْنَا بِهِ فَ قَتَ لْنَاهُ ثَُُّ اجْتََرَْنََهُ فأَلَْقَي ْ

Dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Seorang pencuri dibawa ke hadapan 

Nabi Saw, beliau lalu bersabda: Bunuhlah. Para sahabat bertanya: Wahai 

Rasulullah, ia hanya mencuri! beliau bersabda: Kalau begitu, potonglah 

tangannya. Jabir berkata: Tangan pencuri itu lantas dipotong. Setelah itu, 

pencuri tersebut kembali dibawa ke hadapan Nabi Saw untuk yang kedua 

kalinya, beliau lalu bersabda: Bunuhlah. Para sahabat bertanya: Wahai 

Rasulullah, dia hanya mencuri! beliau bersabda:"Kalau begitu, potonglah 

tangannya. Kemudian pencuri itu kembali dibawa ke hadapan Nabi Saw 

untuk yang ketiga kalinya, beliau lalu bersabda: Bunuhlah. Para sahabat 

berkata: Wahai Rasulullah, dia hanya mencuri! beliau bersabda: Kalau 

begitu, potonglah. Kemudian pencuri itu di bawah ke hadapan Nabi Saw 

untuk keempat kalinya, beliau bersabda: Bunuhlah. Para sahabat berkata, 

Wahai Rasulullah, ia hanya mencuri! beliau bersabda: Kalau begitu, maka 

potonglah. Kemudian pencuri itu di bawah ke hadapan Nabi Saw untuk 

kelima kalinya, beliau bersabda: Bunuhlah. Jabir berkata: Kami kemudian 

membawanya pergi dan membunuhnya. Setelah itu, kami menyeret mayat 

dan membuangnya dalam sumur, kemudian kami melemparinya dengan 

bebatuan. (HR. Abi Dawud). 

Selain itu, para ulama juag telah berijmak bahwa pencurian adalah suatu 

tindakan yang dilarang dalam Islam. Mengacu kepada dasar hukum di atas, dapat 

dipahami bahwa larangan pencurian ini ditegaskan dalam Alquran dan juga hadis 

Rasulullah Saw. Kemudian, ulama kemudian berijmak atau bersepakat mengenai 

larangan pencurian. Hukum Islam memandang pencurian sebagai kejahatan, atas 

dasar itu bagi pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan. 

Penting dikemukakan tujuan penghukuman pelaku pencurian dalam 

perspektif maqāṣid al-syarī’ah. Hukum ditetapkan Allah tidak dapat dilepaskan 

dari adanya maksud pensyariatan, termasuk dalam konteks ini Allah menetapkan 

hukum potong tangan bagi pencuri memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Kajian 

 
59Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), 

hlm. 482. Nomor Hadis 4410. 
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tentang tujuan disyariatkannya hukum biasa dikaji dalam literatur ushul fikih 

yang disebutkan maqāṣid al-syar’iyyah.  

Secara umum, para ulama menyebutkan tujuan pensyariatan hukum 

adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Ḥabīb al-Khaujah menyebutkan tujuan 

penghukuman adalah sebagai bentuk zawajir (efek jera) bagi pelaku, dan semua 

bentuk hukuam tidak terkecuali untuk kemaslahatan untuk semua kehidupan 

manusia.60 Abd al-Wahhab al-Khallāf misalnya, secara tegas menyatakan tujuan 

umum syāri’ (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan 

kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini. Muḥammad Abū Zahrah juga 

menyebutkan datangnya syariat Islam sebagai rahmat bagi manusia.61  

Uraian tersebut menunjukkan bahwa tujuan umum ditetapkan hukum 

Islam termasuk dalam kategori ketentuan hukum bagi pelaku pencurian adalah 

untuk kemaslahatan umat manusia. Namun secara khusus, hukum ditentukan 

Allah untuk menjaga lima hal pokok (maqāṣid al-khamsah), atau disebut juga 

dengan al-muḥāfaẓah ‘alā kulliyyah al-kams. Lima bentuk penjagaan tersebut 

semuanya terangkum dalam konsep ḥifẓ al-dīn (menjaga agama), ḥifẓ al-nafs 

(menjaga jiwa), ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal), ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan), dan 

ḥifẓ al-māl (menjaga harta). Tokoh ulama yang concent dalam menelaah tujuan 

penetapan hukum Islam salah satunya Abū Isḥāq al-Syāṭibī yang pendapatnya 

dituangkan dalam kitab “al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah”. 

Menurut Abū Isḥāq al-Syāṭibī, pembebanan hukum syariat dikembalikan 

kepada penjagaan atas tujuan-tujuannya. Tujuan yang dimaksud dibagi ke dalam 

tiga bentuk, yaitu ḍarūriyyah (tujuan yang bersifat pokok/primer), ḥājiyyah 

 
60Muḥammad al-Ḥabīb al-Khaujah, Maqāṣid al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah li Syaikh al-

Islām Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, juz 3, (Qatar: Amīr Daulah, 2004), hlm. 36. 
61Abd al-Wahhāb al-Khallāf, “Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Al-Azhar: Maktabah al-Da’wah al-

Islāmiyyah, 1947), hlm. 198: Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, (Bairut: Dār al-Fikr al-

‘Arabī, 1958), hlm. 364. 
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(sekunder), dan taḥsīniyyah (tersier).62 Untuk kategori tujuan pokok berkaitan 

dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Demikian juga 

disebutkan oleh Amir Syarifuddin, maṣlaḥah ḍarūriyyah tercakup dalam menjaga 

lima perkara, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.63  

Dalam konteks maqāṣid al-syar’iyyah terhadap sanksi hukum pencurian 

dalam Islam yaitu berkaitan dengan ḥifẓ al-māl (menjaga harta). Memelihara harta 

(ḥifẓ al-māl) merupakan hal primer yang kelima, yaitu terpeliharanya masalah 

harta atau hak milik. Harta adalah bagian pokok bagi kehidupan manusia. Harta 

digunakan untuk memenuhi hajat hidup agar hidup menjadi tenang, dan ada 

motivasi dengan tetap melakukan pekerjaan menghasilkan harta yang halal demi 

mempertahankan eksistensi hidup. Melihat urgensi ini, maka Islam melarang 

adanya tindakan merusak harta dan mengambilnya dari harta orang lain. Dalam 

konteks ini pulalah hukum pidana menentukan adanya hukuman bagi pelaku 

pencurian yaitu dengan hukuman potong tangan.64 Berdasarkan uraian tersebut, 

dapat dipahami bahwa menetapkan hukum bagi pelaku pencurian karena 

berkaitan dengan menjaga harta seseorang. Oleh sebab itu, Allah menetapkan 

hukum yang berat berupa hukum potong tangan bagi pelaku pencurian. 

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa semua hukum yang 

disyariatkan Allah dalam Islam mempunyai maksud tertentu yang tujuan 

umumnya adalah demi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Secara khusus, dalam 

bidang hukum pidana, semua bentuk ketentuan hukum adalah bagian dari bentuk 

 
62Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah, (Bairut: Dar al-Kutb al-

‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 221: Lihat juga, Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, 

Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176. 
63Amir Starifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

hlm. 177: Lihat juga, Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum 

Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 60-61. 
64Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana 

Islam Serta Ekonomi Syariah, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 306-

309. 
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zawājir atau efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat pada 

umumnya. Dalam konteks pencurian, hukuman potong tangan bertujuan sebagai 

bentuk zawājir dan juga sebagai bentuk usaha untuk melindungi harta (ḥifẓ al-

māl). 

Kembali pada pembahasan sanksi, pencurian adalah salah satu dari sekian 

bentuk jarīmah ḥudūd, yaitu tindak pidana yang hukumannya telah pasti dan 

terukur diatur dalam Alquran dan al-Sunnah. Istilah ḥudūd pada asalnya diambil 

dari kata dasar ḥadd, artinya bebas.65  

Hukuman atau sanksi hukum yang dibebankan kepada pelaku pencurian 

mengacu pada ketentuan eksplisit QS. al-Mā’idah ayat 38-39 yang telah dikutip 

sebelumnya. Ayat ini secara jelas menyatakan perempuan dan laki-laki yang 

mencuri dipotong tangan. Hukum potong tangan merupakan jenis hukuman 

aṣliyyah (pokok). Hukuman aṣliyyah adalah hukuman yang dijelaskan oleh nas yaitu dalam 

aturan ḥudūd.
66

 Hukum pokok potong tangan hanya diberlakukan terhadap pelaku 

pencurian yang barang curiannya mencapai nisab atau batasan minimal harta curian. Bagi 

barang curian yang tidak memenuhi nilai minimal, atau tidak memenuhi syarat untuk 

dapat dihukum dengan hukuman pokok maka dikenakan hukuman ta’zīr.
67

 

Mustofa Hasan menyebutkan, pencurian ada dua bentuk, yaitu pencurian yang 

diancam dengan hukuman ḥadd dan pencurian yang hanya dikenakan sanksi. 

Pencurian yang kenakan sanksi yaitu pencurian yang syarat-syarat penjatuhan 

ḥadd-nya tidak lengkap.68 Dengan demikian, daat diketahui bahwa sanksi hukum 

yang dapat dijetuhkan kepada pelaku pencurian bisa dalam bentuk hukuman 

 
65Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3. 
66Muhammad Tahmid Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana 

Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 330. 
67Ḥabīb al-Māwardī, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, 

(terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 407. 
68Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2013), hlm. 333. 
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pokok berupa potong tangan, juga dapat dihukum dengan hukuman sanksi ta’zīr 

berupa sanksi yang dipandang maslahat bagi pelaku berdasarkan pertimbangan 

pemerintah. 

Menurut Mardani, syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi hukuman ada tiga, 

yaitu:  

a. Taklif atau cakap hukum, yaitu pencuri dipandang telah baligh dan 

berakal. Oleh sebab itu, tidak dihukum apabila pelaku orang gila dan anak 

kecil. Namun, khusus anak kecil dapat dikenakan hukuman ta’zīr berupa 

pendidikan baginya. 

b. Perbuatan mencuri dilakukan atas dasar kehendak sendiri (ikhtiar). Oleh 

sebab itu, tidak dapat dihukum apabila dilakukan atas dasar unsur paksaan, 

sebab keadaan terpaksa dalam konsep hukum pidana Islam masuk dalam 

keadaan penghapus pertanggungjawaban pidana.  

c. Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat. Terhadap barang yang syubhat 

maka pelakunya tidak dihukum potong tangan seperti orang tua 

mengambil harta anaknya.69
 

Berdasarkan tiga syarat tersebut, maka pelaku dipandang dapat dijatuhi 

hukuman. Untuk rukun pencurian sehingga pelaku dapat dihukum ḥadd terdiri dari 

beberapa rukun. Abd al-Qādir Audah menyebutkan ada empat rukun pencurian, 

yaitu: 

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam (الأخذ خفية) 

2. Sesuatu yang diambil itu adalah harta (أن يكون المأخوذ مالا) 

3. Harta tersebut adalah kepunyaan orang lain (للغير أن يكون المال مملوكا) 

4. Ada maksud atau niat jahat atau berbuat tindak pidana (القصدالجنائى).70 

 
69Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 327. 
70Abd al-Qādir Audah, al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī, 

Juz 2, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt), hlm. 518. 
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Terpenuhinya syarat dan unsur jarimah pencurian tersebut di atas, maka 

pelaku dapat dinyatakan telah dapat dijatuhi hukuman. Tidak disebutk sebagai 

pencurian yang dapat dihukum ḥadd apabila pelaku melakukan pencurian dengan 

cara terang-terangan, atau mengambil barang yang dititpkan kepadanya tanpa ada 

maksud untuk menjadikannya sebagai hak milik. Oleh sebab itu, syarat dan usnur 

tersebut menjadi timbangan dalam menetapkan seseorang pantas dijatuhi 

hukuman ḥadd potong tangan. Namun demikian, dalam konteks penentuan 

jumlah nisab atau kadan dan batasan minimal barang curian, ulama masih berbeda 

pendapat. Lebih jelas, pembahasan ini secara khusus akan dikaji dalam poin 

bahasan terkahir dalam sub judul pandangan ulama tentang kadar nisab barang 

curian. 

 

C. Rukun dan Syarat Tindak Pidana Pencurian 

Secara umum, unsur pembentuk tindak pidana diistilahkan dengan rukn. 

Unsur atau rukn pidana dalam hukum Islam ada tiga, yaitu rukn al-syar’i (formil), 

rukn al-madi (materil), dan rukn adabi (moril).71 Masing-masing dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Rukn al-syar’i merupakan unsur yang berhubungan dengan adanya nash yang 

secara menjelaskan tentang jarimah dan ‘uqubah-nya.72 

2. Rukn al-madi ialah sifat melawan hukum, yaitu adanya tingkah laku seseorang 

yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap 

tidak berbuat. 

3. Rukn al-adabi ialah adanya pelaku tindak pidana (jarimah) yang dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuat. Artinya 

bahwa pelaku sudah mukallaf (Istilah mukallaf berarti telah dibebani hukum. 

 
71Airi Safrijal, Hukum Pidana Islam, (Batoeh: Unmuha, 2017), hlm. 92-93. 
72Abdul Qadir ‘Audah, AL-Tasyri’ Al-Jina’i..., Juz 1, hlm. 110-111. 
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Abdul Wahhab Khalaāf menyebutkan, pentaklifan atau pembebanan hukum 

bagi seorang mukallaf harus memenuhi dua syarat, yaitu mampu memahami 

dalil, dan mukallaf adalah orang yang ahli terhadap apa yang dibebankan 

kepadanya, artinya ada kelayakan).73 

Terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka seseorang secara pasti layak dan 

dapat dijatuhi hukuman. Unsur formil sangat penting kedudukannya, sebab nash 

(Alquran dan hadits) sebagai dasar penunjukan perbuatan pidana yang dimaksud. 

Oleh sebab itu, dalam kaidah hukum pidana sering disebutkan dengan: la jarimah 

wa la ‘uqubah illa bi al-nash (bila dalil)”, artinya tidak ada tindak pidana dan 

tidak ada sanksi hukum atas suatu tindakan tanpa ada aturannya. Kaidah lainya: 

la jarimah illa bi qanun wa la ‘uqubah illa bi al-nash, maknanya, tidak ada tindak 

pidana tanpa ketentuan undang-undang dan tidak ada hukuman tanpa ada dalil 

nash. Kaidah-kaidah hukum tersebut menunjukkan pentingnya adanya petunjuk 

nash tentang suatu perbuatan. 

Unsur materil atau rukn al-madi juga dihitung cukup penting, sebab tidak 

akan ada tindak pidana tanpa ada tindakan dari seseorang yang dipandang telah 

melawan hukum. Ibn Qayyim menyatakan Allah Swt tidak akan memberikan 

hukuman kecuali terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan atau yang 

menyebabkan tindak kejahatan.74  

Unsur moril atau rukn al-adabi yang memberi petunjuk bahwa seseorang 

telah layak serta patut diberikan pertanggung jawaban pidana padanya. Dalam 

fikih, seseorang yang dianggap layak dibebani hukum (mukallaf) adalah orang 

yang sudah dewasa secara biologis, yaitu bagi laki-laki telah mimpi basah (hilm) 

 
73Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Usul al-Fiqh, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi 

Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 236-239. 
74Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, al-Jawab Al-Kafi, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, 

(Sukoharjo: Alqowam, 2017), hlm. 260. 
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dan bagi perempuan sudah haid, atau apabila keduanya belum tampak tanda-tanda 

tersebut, hitungannya adalah batas umur 15 tahun.75 

Mengacu kepada penjelasan konsep unsur tindak pidana di atas, maka di 

dalam kasus pencurian juga memiliki unsur-unsur tersebut. 

1) Unsur formil (al-syar’i) kasus pencurian cukup jelas ditetapkan di dalam 

QS. Al-Ma’idah [5] ayat 38. Ayat ini menginformasikan adanya hukuman 

potong tangan bagi pelaku pencurian. 

Seseorang dapat disebut pelaku pencurian ketika telah memenuhi 

unsur materil, berupa tindakan mengambil milik orang lain, dilaksanakan 

secara sembunyi-sembunyi yang ada ditempat persembunyiannya ataupun 

barang yang memang berada di tempat penyimpanannya. 

2) Unsur selanjutnya harus terpenuhi ialah unsur moril. Pelaku pencuriannya 

sudah dipandang layak dibebani hukum, yaitu sudah mencapai usia taklif 

hukum (mukallaf).76 Pelaku pencuri dapat dihukum dengan potong tangan 

apabila terhitung mukallaf, yaitu sudah baligh (telah mimpi atau haid atau 

berumur 15 tahun).77 Oleh sebab itu, pelaku yang masih kecil tidak dapat 

dihukum. Demikian pula pelaku harus seorang yang berakal, oleh sebab 

itu orang gila tidak dijatuhi hukuman, serta pelaku telah sah dinyatakan 

tidak terpaksa ataupun dalam keadaan bebas melakukan pilihan bertindak 

melakukan tindak pidana pencurian. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seseorang telah dapat 

dinyatakan diduga, didakwa, hingga pada akhirnya dipidana dengan ancaman 

hukuman potong tangan ketika telah memenuhi unsur-unsur formil, materil, atau 

 
75Yusuf Al-Qaradawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 

4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530. 
76Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), 

Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 751-752. 
77Yusuf Al-Qaradawi, Fatwa..., Jilid 4, hlm. 530. 
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moril. Semua unsur tersebut bersifat gabungan atau kumulatif, bukan alternatif. 

Artinya, pelaku sudah dapat dinyatakan sah bersalah di ketika sudah memenuhi 

semua unsur tindak pidana tersebut. 

Menurut Mardani, syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi hukuman ada tiga, 

yaitu:  

d. Taklif (cakap hukum), yaitu pencuri dipandang telah baligh dan berakal. 

Karena itu, tidak dihukum bila pelaku orang gila dan anak kecil. Namun, 

khusus anak kecil bisa dikenakan anksi ta’zir berupa pendidikan baginya. 

e. Perbuatan mencuri dilakukan atas dasar kehendak sendiri (ikhtiar). Oleh 

sebab itu, tidak dapat dihukum apabila dilakukan atas dasar unsur paksaan, 

sebab keadaan terpaksa dalam konsep hukum pidana Islam masuk dalam 

keadaan penghapus pertanggungjawaban pidana.  

f. Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat. Terhadap barang yang syubhat 

pelakunya tidak dihukum potong tangan misalnya orang tua mengambil 

harta anaknya.78
 

Berdasarkan tiga syarat tersebut, maka pelaku dipandang dapat dijatuhi 

hukuman. Unsur pencurian sehingga pelaku dapat dihukum hadd potong tangan terdiri 

dari empat, yaitu: 

5. Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam 

6. Sesuatu yang diambil itu adalah harta 

7. Harta tersebut adalah kepunyaan orang lain 

8. Ada maksud atau niat jahat atau berbuat tindak pidana.79 

  

 
78Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 327. 
79Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid 3, 

(Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 518. 
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D. Nisab Harta Curian 

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal nisab harta curian. 

Perbedaan pendapat ulama dalam soal ini pada dasarnya bukan tidak ada landasan 

hukumnya, akan tetapi melihat kepada banyaknya riwayat yang mengulas tentang 

harta yang dicuri. Selain itu, perbedaan ulama juga seperti disebutkan oleh Abdus 

Sami’ bahwa latar belakang beda penentuan jumlah nisab karena banyak riwayat 

atsar dari sahabat yang memberi interpretasi dari hadis Rasulullah saw.80  

Menurut ulama mazhab Hanafi, nisab curian ialah 1 dinar atau 10 dirham. 

Ulama mazhan Maliki berpendapat nisab curian adalah 3 dirham atau ¼ dinar. 

Ulama mazhab Syafi’i berpendapat nisab curian adalah 4 dinar. Sementara itu, di 

dalam mazhab Hanbali, jumlah atau batas minimal nisab curian ialah 4 dinar atau 

3 dirham (atau setara dengan Rp. 9.802.000).81  

Dasar yang digunakan di dalam penetapan batas minimal nisab curian 10 

dirham mengacu kepada riwayat dari Aisyah bahwa tidak ada potong tangan bagi 

pencuri barang yang nilainya kurang dari harga perisai, hal ini terjadi pada masa 

Rasulullah Saw. Adapun riwayat hadis tersebut yaitu: 

ُ عَلَيْهِ وَسَ  اللَّّ هَا قاَلَتْ لََْ تُ قْطَعْ يدَُ سَارقٍِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِِٰ صَلَّى  عَن ْ  ُ حَجَفَةٍّ  لَّمَ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ نََ مِنْ ثََنَِ الْمِجَنِٰ تُ رْسٍّ أوَْ  في أدَْ
هُمَا ذَا ثََنٍَّ   82. وكََانَ كُلُّ وَاحِدٍّ مِن ْ

“ Dari Aisyah radiallahu ‘anha menuturkan; “Tangan pencuri tidak dipotong 

semasa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam jika kurang dari senilai harga 

perisai yang dinamakan mijan ataupun perisai yang dinamakan hajafah, 

keduanya mempunyai harga. (HR. Al-Bukhari). 

 
80Abdus Sami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Terj: Yasir 

Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 333.  
81Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat..., hlm. 266-267: Mengenai konversi dirham ke 

rupiah di atas merujuk kepada, https://adoc.pub/bab-iv-analisis-tindak-pidana-pencurian-pada-pe 

nderita-klept.html, tanggal 20 Oktober 2021. 
82Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 

1998), hlm. 1296. Nomor Hadis 6794. 
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Harga perisai/tameng pada saat itu ialah seharga 10 dirham. Memang ada 

perbedaan antara riwayat Ibn Abbas dan riwayat Ibn Amr tentang harga perisai. 

Riwayat Ibn Abbas menyebutkan harga satu perisai adalah 3 dirham. Oleh sebab 

itu, untuk lebih kehati-hatiannya maka dalam mazhab Hanafi diambil harga yang 

lebih banyak, yaitu harga 10 dirham.83 

Menurut Mazhab Maliki, nisab pencurian adalah 3 dirham, ataupun yang 

senilai dengan tiga dirham atau lebih.84 Jika barang curian 3 dirham atau lebih 

maka pelaku dapat dihukum dengan hukuman pokok berupa potong tangan. Dalil 

yang digunakan adalah: 

عَنْ  ثَنِِ  في زَ   و حَدَّ سَرَقَ  عَمْرةََ بنِْتِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ أَنَّ سَارقِاا  عَبْدِ اللَِّّ بْنِ أَبِ بَكْرٍّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ  ةا فأََمَرَ بِِاَ  مَالِك عَنْ  مَانِ عُثْمَانَ أتُْ رُجَّ

لَاثةَِ دَراَهِمَ مِنْ صَرْفِ ا انَ أَنْ تُ قَوَّمَ فَ قُوِٰمَتْ بثَِ نَِْ عَشَرَ دِرْهََاا بدِِينَارٍّ فَ قَطعََ عُثْمَانُ يدََهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ  .85.ثْ

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar 

dari Bapaknya dari 'Amrah binti Abdurrahman bahwa ada seorang pencuri 

yang mencuri buah Utrujah (buah yang rasanya agak masam) pada masa 

Utsman. Utsman lalu menyuruh untuk menghitung harganya. Buah itu 

dihargai dengan tiga dirham dengan kurs dua belas dirham seharga satu 

dinar, kemudian 'Utsman memotong tangannya. (HR. Malik). 

Hadis tersebut merupakan dalil yang digunakan Mazhab Maliki sebagai 

hujjah penetapan batas minimal nisab barang curian yang dapat dihukum hadd. 

Terdapat beberapa riwayat lain yang menyebutkan hukum potong tangan tidak 

kurang dari 3 dirham. Apabila sesuatu yang dicuri mencapai nisab 3 dirham, atau 

nilainya sama dengan 3 dirham atau lebih, dari berbagai jenis barang dan hewan, 

maka hukuman potong tangan wajib ditegakkan.86 

 
83Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat..., hlm. 267. 
84Ibid. 
85Malik bin Anas, Al-Muwatta’, Juz 2, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1997), hlm. 394-

394-395. Nomor Hadis 2408. 
86Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat..., hlm. 267. 
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Menurut mazhab Syafi’i, nisab barang curian yang dapat dihukum potong 

tangan adalah minimal 4 dinar. Lebih jauh, pendapat Imam Syafi’i berikut dengan 

argumentasi hukum dan metode penggalian hukumnya akan diuraikan pada bab 

tiga. Adapun menurut Mazhab Hanbali, nisab barang curian adalah masing-

masing dari 4 dinar dan 3 dirham merupakan rujukan syar’i. Jadi, barang siapa 

yang mencuri salah satu dari keduanya atau barang yang senilai dengannya atau 

lebih maka wajib ditegakkan hukuman potong tangan.87 

 

E. Pendapat Ulama Tentang Nisab Harta dalam Pencurian Berkelompok 

Salah satu masalah hukum berkaitan dengan pencurian adalah pencurian 

yang dilakukan secara berkelompok, atau pencurian yang dilakukan oleh pelaku 

lebih dari satu orang. Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid mengulas 

bahwa malasah pencurian secara berkelompok merupakan masalah yang masyhur 

di kalangan ulama dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.88 

Permasalahan yang muncul pencurian secara berkelompok adalah tentang 

syarat para pelaku dapat dijatuhi hukuman. Secara umum, syarat-syarat pelaku di 

dalam pencurian berkelompok ini sama seperti syarat bagi pelaku yang mencuri 

secara sendiri-sendiri yaitu pelaku harus baligh (telah dewasa bagi laki-laki sudah 

mimpi basah, sementara bagi perempuan sudah haid), di samping itu juga harus 

berakal (tidak gila, tidak dalam keadaan mabuk, tidak pula dalam keadaan tidur), 

pelakunya tidak dipaksa (ikhtiyari atau sengaja memilih melakukan pencurian dan 

bukan ikrah atau dalam kadaan dipaksa). 

Hanya saja, para ulama berbeda pandangan mengenai syarat nisab harta 

curian secara berkelompok. Menurut Mazhab Hanafi (pendapatnya akan diulas 

secara rinci pada bab tiga berikutnya), pelaku yang melakukan pencurian secara 

 
87Ibid., hlm. 269. 
88Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid..., Jilid 2, hlm. 858. 
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berkelompok harus mencapai satu nisab bagi masing-masing pelakun. Apabila 

pelakunya berjumlah 10 orang, maka harta curian itu jika dibagi masing-masing 

mendapatkan minimal satu nisab. Namun, jika setelah dibagi tidak mencapai satu 

nisab bagi masing-masing mereka, ataupun sebagian mendapatkan satu nisab dan 

sebagian yang lain tidak sampai satu nisab, maka semua pelaku tidak ditetapkan 

hukuman had, melainkan hukuman ta’zir.89 

Menurut mazhab Maliki, jika terdapat pencurian yang dilakukan beberapa 

orang, dan semua hasil curian itu sudah mencapai nisab, maka para pelaku sudah 

dapat dijatuhi hukuman potong tangan.90 menurut mazhab Syafi’i, demikian juga 

dalam pandangan mazhab Hanbali, jika pencurian dilakukan secara berkelompok 

dan harta curian mereka sudah mencapai minimal nisab curian, maka para pelaku 

bisa dijatuhi hukuman potong tangan.91 

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama berbeda 

pendapat di dalam menetapkan penjatuhan hukuman had potong tangan terhadap 

pelaku pencurian yang dilakukan oleh beberapa orang atau berkelompok. Beda 

pendapat tersebut terlihat pada saat mereka menetapkan nisab curian para pelaku. 

Ulama mazhab Hanafi cenderung lebih ketat dibandingkan dengan ulama mazhab 

Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Ulama mazhan Hanafi mensyaratkan agar pencuri 

yang melakukan secara berkelompok harus mencapai nisab harta masing-masing 

pelaku. Jika pelaku dua orang dan harta curian itu dibagi rata, maka satu orang 

harus mendapat batas satu nisab harta. Jika tidak, maka keduanya tidak dihukum 

potong tangan. 

 
89Ibn Humam Al-Hanafi, Fath Al-Qadir: Syarh Kitab Al-Hidayah fi Syarh Al-Bidayah Fi 

Al-Fiqh Al-Hanafi, Juz’ 4, (Mesir: Al-Mamlakah Al-‘Arabiyyah Al-Su’udiyyah, 1315 H), hlm. 

225-226. 
90Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami..., Jilid 7, hlm. 385. 
91Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid..., Jilid 2, hlm. 858. 
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Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, Jumhur ulama yang terdiri 

dari mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, termasuk Abu Tsur, justru menyatakan 

sebaliknya, yaitu jika jumlah keseluruhan harta curian mereka sudah mencapai 

minimal batas nisab harta, semua pelaku dapat dihukum potong tangan. Jumhur 

ulama tidak mensyaratkan bagi masing-masing pelaku harus ada satu nisab harta 

sebagaimana dipahami oleh mazhab Hanafi. Oleh sebab itu, pendapat para ulama 

mazhab Hanafi cenderung lebih ketat dibandingkan dengan jumhur ulama yang 

justru lebih longgar. Selain itu, jika memilih pandangan jumhur ulama, maka para 

pelaku akan lebih mudah dihukum had ketimbang dalam pendapat ulama mazhab 

Hanafi. 

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama mazhab 

berbeda pendapat mengenai penetapan nisab harta curian dalam kasus pencurian 

secara berkelompok. Perbedaan tersebut mengarah kepada apakah para pelaku 

sudah cukup syarat untuk dihukum apabila harta curian itu sudah mencapai nisab 

harta untuk satu orang saja, atau sebagian saja, atau harus masing-masing pelaku 

mendapatkan bagian nisab curian. 



 

 

49 

 

BAB TIGA 

PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG BATAS NISAB 

HARTA CURIAN SECARA BERKELOMPOK  

 

 

A. Profil Mazhab Hanafi 

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab paling tua di bidang fikih. 

Mazhab Hanafi meruapakan salah satu di antaranya aliran pemikiran hukum yang 

hingga saat ini masih tetap eksis. Di samping mazhab Hanafi, terdapat juga aliran 

mazhab Maliki yang berbasis di Madinah, kemudian mazhab Syafi’i basisnya di 

Baghdad, dan banyak berkembang di Asia terutama Asia Tenggara misalnya di 

Indonesia dan Malaysia. Adapun mazhab Hanbali basisnya di Arab Saudi, bahkan 

menjadi mazhab resmi.92 

Pendiri mazhab Hanafi yaitu Abu Hanifah, merupakan tokoh populer dan 

penting dalam mazhab Hanafi. Beliau adalah ulama yang diakui keilmuannya. 

Keluasan ilmu yang ia miliki sangat berpengaruh dalam ilmu-ilmu hukum Islam 

dewasa ini. Begitu kuatnya pengaruh pemikiran beliau, mażhab beliau masih 

terdeteksi hingga saat ini, terutama di daerah Irak dan negara-negara lainnya. 

Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, sementara nama lengkap beliau 

adalah al-Nu’man bin Sabit bin al-Marzuban. Ada juga yang menyebutkan al-

Nu’man Sabit bin Zuta al-Taimi al-Kufī, kuniyah beliau adalah Abu Hanifah.93 

Imam Abu Hanifah lahir di tahun 80 Hijriyah. Tahun ini merupakan tahun 

yang paling rajih sebagai tahun kelahirannya. Ia dilahirkan di Kufah, oleh sebab 

 
92Muhammad Wildan Aulia, Empat Imam Mazhab: Perjalanan Hidup, Kisah Kemulyaan 

dan Keteladanan Sehari-Hari, (Yogyakarta: Araska, 2020), hlm. 12-13. 
93Sulaiman Ghawiji, Abu Hanifah al-Nu’man: Imam al-A’immah al-Fuqaha’, (Bairut: 

Dar al-Qalam, 1993), hlm. 47. 
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itu pada nama akhirnya disematkan kampung halamannya yaitu “al-Kufī”. Ia lahir 

pada masa Khalifah Abd al-Malik bin Marwan.94 Kakeknya, Marzuban, memeluk 

Islam di masa Umar bin Khathab, lalu hijrah dan menetap di Kufah. Ayahnya, 

Tsabit, adalah seorang pebisnis yang sukses di Kota Kufah. Imam Abu Hanifah 

sebagai seorang pebisnis yang sukses pula mengikuti jejak sang ayah. Jadi, beliau 

tumbuh di dalam keluarga yang shaleh dan kaya. Di tengah tekanan peraturan 

yang represif yang diterapkan gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf, Imam Abu Hanifah 

tetap menjalankan bisnisnya menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil 

mempelajari ilmu agama.95 

Sebagaimana kebiasaan orang-orang shaleh lainnya, Imam Abu Hanifah 

telah menghafal Alquran sedari kecil. Di masa remaja, ia mulai menekuni belajar 

agama dari ulama-ulama terkemuka di Kota Kufah. Ia sempat berjumpa dengan 

sembilan atau sepuluh orang sahabat Nabi semisal Anas bin Malik, Sahl bin Sa’d, 

dan lainnya. Saat berusia 16 tahun, Imam Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju 

Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi Muhammad 

Saw, Madinah al-Munawwaroh. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh 

tabi’in.96 

Guru Imam Abu Hanifah cukup banyak. ada yang menyebutkan hingga 

100 orang guru beliau, termasuk dari kalangan sahabat juga tabi’in. Di antara guru 

beliau adalah:97 

a. Ibrahim bin Muhammad al-Muntasyar al-Kufi 

b. Ibrahim bin Yazid al-Nakha’i al-Kufī 

c. Isma’il bin Hamad bin Abi Sulaiman al-Kufi 

d. Ayyub al-Sukhtiyani al-Bisri 

 
94Sulaiman Ghawiji, Abu..., hlm. 47. 
95Nurfitri Hadi, “Biografi Imam Abu Hanifah”. Diakses melalui: https://kisahmuslim.co 

m/4365-biografi-imam-abu-hanifah.html, tanggal 12 Juli 2019. 
96Hengki Ferdiansyah, “Biografi Abu Hanifah, Pendiri Mazhab Hanafi”. Diakses 

melalui: https://islami.co/biografi-abu-hanifah-pendiri-mazhab-hanafi/, tanggal 12 Juli 2019. 
97Sulaiman Ghawiji, Abu..., hlm. 72. 
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e. Sulaiman bin Yasar al-Madani  

f. Anas bin Malik  

g. Abdullah bin Abi Aufa 

h. Sahl bin Sa’ad al-Sahidi 

i. Abu al-Tufail ‘Amir bin Wasilah 

Selain guru, Imam Abu Hanifah juga memiliki banyak sahabat serta 

pengikut yang menyiarkan pendapat Imam Abu Hanifah, di antaranya adalah: 

a. Abu Yusuf 

b. Zufar 

c. Dawud al-Ta’i 

d. Yahya bin Zakariyya bin Abi Za’idah 

e. Asad bin ‘Amru 

f. Muḥammad bin al-Hasan Syai’bani 

g. Ḥasan bin Ziyad al-Lu’lu’i al-Kufi 

Adapun kitab-kitab masyhur yang menghimpun pendapat dalam mazhab 

Hanafī yaitu: 

a. Kitab: “al-Mabsut” dan “al-Asl” karya al-Syi’bani 

b. Kitab: “al-Mabsut” karya al-Sarakhsī 

c. Kitab: “al-Muhit al-Burhani fi Figh al-Nu’mani”, karya Abi al-Ma’ali 

d. Kitab: “Bada’i al-Sana’i”, karya al-Kasani 

e. Kitab: “al-Ikhtiyar” karya al-Maudud 

f. Kitab: “Radd al-Muhrar” karya Ibn Abidin 

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan 

pendapat fikih dalam mazhab Hanafi. Sehubungan dengan itu, maka pemaparan 

pendapat Mazhab Hanafi tentang nisab harta dalam had pencurian yang dilakukan 

secara berkelompok akan dinukil dari kitab-kitab di atas, juga diambil dari kitab-

kitab pendukung Mazhab Hanafi lainnya yang relevan. 
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B. Sumber Hukum Mazhab Hanafi (80-150 H) 

Adapun sumber hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi sebagai 

berikut: 

يحدٰد الإمام الأعظم أبو حنيفة مصادر فقهه في وضوح فيقول : آخذ بكتاب الله فما لَ أجد فبسنٰة رسول الله صلٰى الله عليه وسلٰم  
أخرج   ولً  منهم,  شِئتُ  مَن  وأدع  منهم  شئتُ  من  بقول  آخذ  حابه.  أص بقول  أخذت  الله  رسول  سنٰة  ولً  الله  في كتاب  أجد  لَ  فإن 

غيرهم ,  من قولهم إلى قول  وسعيد بن المسيٰب, فقومٌ اجتهدوا سيرن والحسن والعطاء  لى إبراهم والشٰعب وابن  فإذا ما انتهى الأمر إ  ,
 فاجتهد كما اجتهدوا 

Imam Agung Abu Hanifah membatasi sumber hukum fikihnya dengan 

jelas, beliau berkata: saya mengamalkan sebagaimana yang terdapat  

dalam al-qur’an, jika tidak ditemukan di dalamnya maka saya akan 

mencarinya di dalam sunnah Rasulullah saw, namun jika ternyata tidak 

ada di dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya maka saya akan mengambil 

pendapat sahabatnya, saya ikuti yang saya kehendaki dan saya tinggalkan 

siapa yang saya kehendaki dan tidak pernah keluar dari pendapat mereka 

semua, namun jika ternyata jawaban hukumnya berupa pendapat (tabi’in) 

seperti Ibrahim, Al-Sya’bi, Ibn Sirin, Al-Hasan, Al-‘Atha’, Sa’id bin Al-

Musayyab, mereka ini kelompok orang-orang yang menyelesaikan perkara 

pada hasil ijtihad mereka, maka saya pun akan berijtihad sebagaimana 

mereka berijtihad.98 

Berarti sumber hukumnya adalah Al-Qur’an, sunnah, pendapat sahabat 

dan jika ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam satu perkara maka akan 

mengambil siapa yang paling banyak ilmunya di antara mereka, sedangkan tabi’in 

merupakan generasi sesudah sahabat dan bukan sahabat Rasulullah saw yang 

ilmunya jauh di bawah sahabat, mereka ini berijtihad dan tidak ada paksaan untuk 

taklid kepada mereka, oleh sebab itu Imam Abu Hanifah pun berijtihad 

sebagaimana mereka berijtihad. 

Menurut Al-Sya’raniy dalam al-mizan menceritakan bahwa Abu Ja’far 

Al-Manshur menulis surat kepada Abu Hanifah yang menganjurkan beliau untuk 

mendahulukan Qiyas dari pada atsar dalam istinbathnya, kemudian Abu Hanifah 

 
98Syuhada, Istinbath Hukum ala Imam Al-Ghazali, Cet. I, (Banda Aceh : LKKI, 2021), 

hlm. 10. 
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menolaknya seraya berkata :” hanya sanya tahapan yang saya lakukan adalah 

pertama sekali berdasarkan Al-Qur’an, kemudian Sunnah Rasul-Nya kemudia 

keputusan Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali baru kemudian apa yang telah 

diputuskan oleh sahabat yang lain, kemudian jika tidak ada juga baru saya 

melakukan qiyas itupun setelah saya mengetahui benar bahwa ada perbedaan di 

antara mereka.” 99 

Jika ternyata qiyaspun  tidak memberikan jawaban,mereka menerapkan 

istihsan, jika tidak ada juga maka ditetapkan berdasarkan ‘urf atau sesuai yang 

diyakini masyarakat saat itu untuk dilaksanakan demi mendatangkan 

kemaslahatan dalam perkara yang mereka hadapi.100 

Dengan demikian menjadi jelas bahwa Imam Abu Hanifah tidak 

mendahulukan Ra’yu dari pada Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Kalaupun 

menggunakan ra’yu karena kondisi yang terpaksa bukan karena suka 

melakukannya, itupun dilakukannya karena mengikuti ( ittiba’an) praktek sahabat 

Rasulullah saw dalam beberapa kasus dan bukan untuk mengada-ngada 

(bid’ah).101 

 

C. Pandangan Mazhab Ḥanafī Tentang Ketentuan Nisab Harta Dalam Had 

Pencurian Yang Dilakukan Secara Berkelompok 

Pada bab terdahulu telah dikemukakan bahwa batas minimal harta curian 

dalam mazhab Hanafi berbeda dengan pendapat mazhab ulama lainnya (Maliki, 

Syafi’i dan Hanbali). Ulama mazhab Maliki berpandangan nisab curian adalah 3 

dirham atau ¼ dinar. Ulama mazhab Syafi’i berpendapat nisab curian adalah 4 

 
99Ibid, hlm. 11  
100 Ibid 
101Ibid  
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dinar. Sementara itu, dalam mazhab Hanbali, jumlah atau batas minimal nisab 

curian ialah 4 dinar dan ketentuan ini sama seperti mazhab Syafi’i.102 

Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian ialah 1 dinar atau 10 dirham. 

Dalam keterangan Al-Sarakhsi, dalam kitabnya Al-Mabsuth, dinyatakan bahwa 

pendapat yang berkembang dalam ulama mazhab beliau (Hanafi) ialah 10 dirham 

atau satu dinar. Bahkan, beliau sendiri mengakui adanya ikhtilafh (beda pendapat 

dalam masalah tersebut). Hal tersebut sebagaimana dapat dipahami dari kutipan 

pendapatnya di bawah ini: 

دراهم أو دينار، وقال الشافعي رحْه الله تعالى ربع دينار، وقال   الله تعالى عشرة  رحْه  مقدار النصاب، فقال علماؤنَ  في  ثُ اختلفوا 
 103مالك رحْه الله ثلاثة دراهم، وقال ابن أبِ ليلى رحْه الله تعالى خمسة دراهم، وقال عكرمة رحْه الله تعالى أربعة دراهم. 

Kemudian terjadi perbedaan pendapat para ulama di dalam menentukan 

kadar nisab harta curian. Maka para ulama kami berpendapat (maksudnya 

ulama mazhab Hanafi), bahwa bata nisab curian 10 dirham atau 1 dinar, 

menurut Al-Syafi’i empat dinar, menurut Malik 3 dirham, menurut Ibnu 

Abi Laila 5 dirham, dan menurut Ikrimah 4 dirham.104 

Mengikuti pendapat di atas, maka Al-Sarakhsi yang notabene bermazhab 

Hanafi mengakui adanya perbedaan pendapat menyangkut batas jumlah nisab. 

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Razi Al-Jassas, bahwa pandangan 

yang berkembang dalam mazhab Hanafi adalah pelaku pencuri hanya ditetapkan 

hukuman potong tangan apabila mencapai 10 dirham atau lebih besar dari itu atau 

sesuatu yang dipersamakan dengan nilai 10 dirham. 

ا، أو ما يساويها، بعد أن يخرجها من حرزها   :أبو بكر   قال عشرة دراهم فصاعدا يكون  حتى  في السرقة  قال    .ولً تقطع يد السارق 
فأما اعتبار المقدار،  .  الكلام في هذا الفصل من وجهين: أحدهَا: في مقدار ما يقطع به السارق، والآخر: في اعتبار الحرز  : أبو بكر

 
102Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, (Terj: Saefuddin Zuhri), Jilid 6, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 266-267. 
103Syamsuddin Al-Sarkhasi, Kitab Al-Mabsuth, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Ma’arif, t.tp), hlm. 

137. 
104Ibid. 



55 

 

 

الأمة،   بين  فيه  خلاف  من  فلا  اتفاق  العشرة  في  القطع  وإيَاب  دراهم،  عشرة  فيه  أصحابنا  فاعتبر  ومبلغه،  تقديره  في  اختلفوا  وإنَّا 
 105. فقهاء الأمصار، وإنَّا الْلاف فيما دونَّا 

Abu Bakr (Ar-Razi Al-Jassas) berkata: Tidak dipotong tangan pencuri di 

dalam suatu kasus pencurian sampai harta yang dicuri mencapai 10 dirham 

atau lebih atau yang setara, setelah si pelaku mengeluarkannya dari tempat 

harta tersebut berada. Abu Bakr (Ar-Razi Al-Jassas) berkata: Pembahasan 

dalam pasal ini mempunyai dua sisi salah satunya terkait jumlah dan kadar 

nisab yang wajib dipotong tangan pencuri, dan lainnya menyangkut dalam 

hal tempat harta tersebut dicuri. Mengenai masalah kadar nisab, tidak ada 

perbedaan pendapat di antara umat, tetapi hanya berbeda dalam perkiraan 

dan jumlahnya. Sahabat kami memegang pendapat 10 dirham, dan wajib 

potong tangan atas harta yang dicuri sepuluh dirham adalah kesepakatan 

para ahli Mesir, tetapi perbedaannya adalah apa yang kurang dari itu.106 

Dua keterangan di atas sekurang-kurangnya memberi pemahaman bahwa 

dalam mazhab Hanafi, jumlah atau kadar minimal nisab yang wajib dibebankan 

hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian ialah 10 dirham atau lebih dari 

10 dirham, atau juga bisa sama dengan 10 dirham, yaitu 1 dinar atau yang dicuri 

tersebut disetarakan dengan 1 dinar. 

Keterangan tersebut juga memberi penjelasan mengenai jenis barang yang 

dicuri, yaitu semua harta benda korban yang nilainya setara dengan 1 dinar atau 

10 dirham. Ketentuan tersebut hanya sebagai batasan dan acuan saat menentukan 

batas minimal harta. Ketentuan tersebut tentu berbeda dengan pandangan mazhab 

Maliki sebelumnya, yaitu 3 dirham. Nilai ini tentu lebih rendah ketimbang nisab 

harta yang ditetapkan dalam mazhab Hanafi. Namun, jika dibandingkan dengan 

pandangan ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali justru lebih rendah. Dalam kedua 

mazhab tersebut, nisab harta curian berjumlah 4 dinar. Sehingga, bisa dinyatakan 

bahwa pendapat mazhab Hanafi lebih ketat dibandingkan dengan pandapat ulama 

mazhab Maliki, dan lebih longgar dari mazhab Syafi’i dan Hanbali. 

 
105Abi Bakr Al-Razi Al-Jassas, Syarh Mukhtashar AL-Thahawi fi Al-Fiqh Al-Hanafi, Juz 

6, (Beirut: Dar Al-Basya’ir Al-Islamiyyah, 2010), hlm. 245. 
106Ibid. 
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Persoalan yang muncul kemudian ialah tentang pencurian yang dilakukan 

secara berkelompok atau berjamaah. Dalam hal ini, apakah jumlah nisab tersebut 

hanya berlaku untuk satu orang pencuri saja, atau berlaku kepada semua pencuri? 

Dalam masalah ini, ulama mazhab Hanafi berpandangan bahwa apabila pencurian 

itu dilakukan oleh beberapa orang secara berkelompok, di tempat atau lokasi yang 

sama dan waktu yang bersamaan, maka mereka semua baru bisa dihukum potong 

tangan jika bagian masing-masing harta yang dapat mereka curi sudah mencapai 

nisab harta. Hal tersebut sebagaimana dapat dipahami dari ulasan Al-Maudud, 

salah seorang ulama mazhab Hanafi di dalam kitabnya Al-Ikhtiyar li Ta’lil al-

Mukhtar.107 

 108.وإذا دخل جماعة الحرز و تولٰى بعضهم الأخذ قطعوا إن أصاب كل واحد نصاب

Dan apabila suatu kelompok (pencuri) memasuki tempat penyembunyian 

harta, dan beberapa dari mereka mengambil harta tersebut, mereka semua 

dapat dihukum potong tangan jika masing-masing mencapai nisab.109 

Permasalahan pencurian berkelompok tersebut bisa saja dilakukan hanya 

dua orang pelaku, atau lebih. Mazhab Hanafi hanya menetapkan hukum potong 

tangan kepada semua pelaku apabila masing-masing mereka mendapatkan bagian 

yang setara dengan 10 dirham, atau bisa juga melebihi dari jumlah tersebut. Jika 

hanya sebagian pelaku yang mendapatkan jumlah 10 dirham sementara itu yang 

lainnya tidak, maka semuanya tidak dapat dihukum potong tangan.  

Pendapat tersebut juga diulas oleh beberapa ulama mazhab Hanafi lainnya 

seperti Al-Kasani, bahwa apabila sekelompok orang memasuki sebuah rumah dan 

mengambil barang yang ada dalam rumah tersebut, maka mereka semua dihukum 

potong tangan dengan syarat bagi masing-masing mendapatkan sepuluh 

 
107Abdullah bin Mahmud bin Maudud, al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar, Juz’ 4, (Beirut: 

Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp), hlm. 105-106. 
108Ibid. 
109Ibid. 
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dirham.110 Begitupun yang dikemukakan Abdul Qadir Audah, pada ulasannya 

ditambahkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.111  

Sementara itu dalam ulasan Ibn Humam Al-Hanafi,112 diterangkan juga 

bahwa apabila sekelompok pencuri melakukan aksi pencurian, maka semua baru 

mendapatkan hukum potong tangan hanya jika masing-masing mendapatkan 10 

dirham, hal ini sebagaimana dapat dipahami dalam kutipan keterangannya di 

bawah ini:113 

النصاب  اشتَك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع، وإن أصابه أقل لً يقطع؛ لأن الموجب للقطع سرقة    وإذا
 114. ويَب على كل واحد بجنايته

Apabila suatu kelompok ikut serta dalam pencurian, dan masing-masing 

dari mereka mendapatkan bagian sepuluh dirham, maka dihukum potong 

tangan, dan apabila yang didapatkan itu lebih sedikit darinya maka tidak 

dijatuhi hukum potong tangan. Karena alasan dijatuhinya hukum potong 

adalah mencapai nisab, masing-masing harus mempertanggungjawabkan 

kejahatannya.115 

Mengacu kepada beberapa keterangan di atas, pendapat mazhab Hanafi 

cenderung lebih ketat dibandingkan dengan jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi’i 

dan Hanbali. Karena, bagi mereka justru tidak harus mencapai nisa bagi masing-

masing pelaku. Artinya, jika keseluruhan hasil curian itu sudah mencapai minimal 

batas minimal harta curian, maka semuanya sudah dapat dihukum potong tangan. 

Pendapat jumhur ulama ini sebetulnya diketahui oleh mazhab Hanafi, namun di 

dalam keterangan mereka justru menganulir pendapat tersebut, dan tetap di dalam 

 
110Ala’uddin Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani, Bada’i al-Sana’i fī Tartib al-Syara’i, Juz’ 

9, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 318-319. 
111Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Terj: Tim Tsalitsah), Jilid 3, 

(Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 23. 
112Ibn Humam Al-Hanafi, Fath Al-Qadir: Syarh Kitab Al-Hidayah fi Syarh Al-Bidayah 

Fi Al-Fiqh Al-Hanafi, Juz’ 4, (Mesir: Al-Mamlakah Al-‘Arabiyyah Al-Su’udiyyah, 1315 H), hlm. 

225-226. 
113Ibid. 
114Ibn Humam Al-Hanafi, Fath Al-Qadir..., hlm. 225-226. 
115Ibid. 
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pendiriannya bahwa semua pelaku baru bisa dihukum potong tangan jika semua 

pelaku masing-masing telah mendapatkan bagian minimal 10 dirham. Sehingga, 

satu saja dari pelaku tidak mencapai 10 dirham, semua pelaku dapat dihukum. 

 

D. Dalil Dan Metode Istinbath Mazhab Ḥanafī Tentang Ketentuan Nisab 

Harta Dalam Had Pencurian Yang Dilakukan Secara Berkelompok 

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa mazhab Hanafi menentukan kadar 

nisab harta curian adalah 10 dirham atau 1 dinar. Penentuan batas minimal nisab 

barang curian tersebut mengacu kepada ketentuan hadis. Dalil hadis yang dipakai 

oleh mazhab Hanafi yaitu riwayat Imam Ahmad: 

 116. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لً قطع فيما دون عشرة دراهم عن

Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata, Rasulullah 

SAW bersabda: Tidak ada potong tangan dalam kasus pencurian yang 

masih di bawah sepuluh dirham. (HR. Ahmad).117 

Abi Al-Ma’ali juga mengutip hadis di atas mengenai batas minimal harta 

curian yang wajib dipotong tangan. Ia menyebutkan sekurang-kurangnya ada 8 

(delapan) syarat mengenai tindak pidana pencurian, salah satunya adalah hasil 

curian harus mencapai nisab. Batas nisab harta curian adalah 10 dirham atau lebih 

atau yang setara dengannya. Abi Al-Ma’ali juga mengulas salah satu riwayat dari 

Ibn Mas’ud, bahwa seseorang tidak dipotong tangan jika tidak mencapai sepuluh 

dirham.118 

Dilihat dari kualitas hadis, dapat dikemukakan salah satu ulasan Ibn Hajar 

Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ibn Hajar menjelaskan bahwa riwayat 

 
116Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad, (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 

1998), hlm. 523. Nomor Hadis 6900. 
117Ibid. 
118Burhanuddin Abi Al-Ma’ali Mahmud bin Ahmad bin Abd Aziz Ibn Mazah Al-Bukhari 

Al-Hanafi, Al-Muhith Al-Burhani fi Al-Fiqh Al-Nu’mani: Fiqh Imam Abi Hanifah, Juz 4, (Beirut: 

Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 511. 
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hadis Amru bin Syu’aib di atas, terdapat sanad hadis bernama Hajjaj bin Arthah. 

Hajjaj bin Arthah ini sendiri merupakan periwayat yang dha’if (lemah) dan juga 

mudallis.119 Mudallis adalah periwayat yang menyembunyikan cacat dalam hadis. 

Nama hadisnya disebut hadis mudallas, dan tindakannya disebut dengan tadlis. 

Menggunakan hadis mudallas secara hukum dibenci oleh para ulama (makruh 

jiddan, sangat dibenci).120 Dengan begitu, hadis riwayat Ahmad di atas termasuk 

ke dalam hadis yang tidak shahih, karena terdapat sanad perawinya dha’if, serta 

mudallis. 

Dalil-dalil tentang batas nisab menurut mazhab Hanafi tampak sudah 

tegas dinyatakan dalam hadis. Namun demikian, dalam masalah kasus pencurian 

yang dilakukan berkelompok cenderung masih diperselisihkan. Para ulama baik 

dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali sama-sama melihat perosalan 

tersebut merupakan perkara yang tidak ada dalil hukumnya. Artinya bahwa tidak 

ada dalil yang secara eksplisit yang menjelaskan batas nisab harta dalam kasus 

pencurian berkelompok. Rasulullah Saw tidak menjelaskan apakah para pelaku 

dapat dihukum jika gabungan harta curian sudah mencapai nisab harta curian atau 

sebaliknya masing-masing pelaku harus mendapatkan minimal batas nisab harta. 

Persoalan ini sebetulnya sudah disinggung oleh Wahbah Al-Zuhaili realtif cukup 

rinci, bahwa persoalan ini tidak dijelaskan secara pasti dalam hadis Rasulullah.  

Pencurian yang dilakukan berkelompok adalah permasalahan yang tidak 

ada dalil hukumnya secara khusus dalam Alquran serta hadis. Ini sejalan dengan 

keterangan Ibn Qudamah, salah seorang ulama mazhab Hanbali, bahwa tidak ada 

dalil dalam masalah penjatuhan hukuman bagi pencuri yang dilakukan secara 

berkelompok, tidak ada pula spesifikasi dalil mengenai penentuan batas minimal 

 
119Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari, (t.terj), Jilid 33, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, t.tp), hlm. 159. 
120Mahmud Al-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadis, (Terj: Abu Fuad), (Bogor: Pustaka 

Thariqul Izzah, 2010), hlm. 99. 
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nisab apakah harus dipenuhi masing-masing pelakunya atau jumlah gabungan 

dari keseluruhan harta curian mereka.121  

Keterangan serupa juga dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili. Prinsip yang 

dipegang dalam masalah tersebut adalah kehati-hatian, sehingga pelaku baru 

dapat dihukum ketika masing-masing mendapatkan jumlah bagian nisab harta, 

bukan dari gabungan harta mereka.122  

Secara khusus, ulama mazhab Hanafi menggunakan dalil mengenai tidak 

adanya hukuman dalam kasus-kasus yang syubhat, seperti terdapat dalam Musnad 

Abu Hanifah sebagai berikut: 

أخبرنَ أبو حنيفة، عن   يحيى بن فروخ، أخبرنَ مُمد بن بشر،  وسلم:   مقسم، عن ابن عباس، قال:أخبرنَ    قال النب صلى الله عليه 
 123. ادرءوا الحدود بالشبهات

Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Farukh, telah mengabarkan 

kepada kami Muhammad bin Basyar, telah mengabarkan pada kamu Abu 

Hanifah, dari Muqsim, dari Ibn Abbas berkata, Nabi Saw bersabda: Tolak 

lah hudud dengan adanya syubhat.124 

Riwayat di atas selain ditemukan di dalam Musnad Abu Hanifah, juga ada 

di dalam beberapa ulasan kitab ulama lainnya, seperti dalam riwayat Al-Baihaqi 

pada Sunan Al-Kubra, kemudian disebutkan juga oleh Hakim, Abu Nu’aim Al-

Ashbahani, Al-Aqili, Ibn Asakir, Abu Al-Farraj Ibn Al-Jauzi, dan beberapa ulama 

yang lainnya. 

 
121Ibn Qudamah, Al-Mughni, (t.terj), Jilid 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.tp), hlm. 185. 
122Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, 

dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 385. 
123Abi Hanifah Al-Nu’man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, Musnad Abi Hanifah, (Riwayat: 

Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ya’qub Ibn Al-Haris Al-Harisi), (Beirut: Dar Al-

Kutb Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 39. Nomor Hadis 80. 
124Ibid. 
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Dalam kitab hadis Al-Sunan Al-Kubra, Imam Al-Baihaqi memuat satu bab 

dengan judul dar’ul hudud bi syubhat, menolak hudud sebab adanya syubhat. Di 

dalam kitab tersebut juga diterangkan salah satu riwayat dari Aisyah: 

يْنَ مَا  هِ وَ سَلَّمَ، ادَْرَؤُوْا عَنْ يزَيِْدِ بْنِ زيََِدِ، عَنْ الزُّهْريِْ، عَنْ عُرْوَةِ، عَنْ عَائِشَةِ قاَلَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْ  الْحدُُوْدُ عَنِ الْمُسْلِمِ
  125اسْتَطعَْتُمْ.

Dari Yazid bin Ziyad, dari Al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ia bebrkata, 

Rasulullah Saw bersabda: tinggalkanlah (tolaklah) pelaksanaan hudud itu 

dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian (HR. Baihaqi). 

Kedua riwayat hadis di atas adalah termasuk hadis dha’if. Bahkan, riwayat 

Abu Hanifah sebelumnya dipandang sebagai hadis munkar.126 Keterangan 

lalinnya dikemukakan oleh Al-Zabidi, bahwa sanad hadis di atas dha’if dan 

munqathiq.127 Dengan begitu, hadis yang dijadikan ulama mazhab Hanafi di atas 

tergolong ke dalam hadis dha’if. 

Mengacu kepada riwayat di atas, dapat dipahami bahwa hukuman hudud, 

termasuk dalam kasus ini adalah penjatuhan hukuman potong tangan kepada para 

pelaku pencurian yang dilakukan berkelompok sedapat mungkin harus dijauhi. 

Sebab yang muncul dalam kasus tersebut adalah adanya unsur syubhat. Syubhat 

berarti keraguan atau kesamaran. Dalam makna yang lebih luas, syubhat adalah 

berkumpulnya dalil yang membolehkan dengan dalil yang melarang, syubhat juga 

berartu suatu keadaan yang dialami oleh pelaku pidana atau objek yang menjadi 

sasaran pidana yang mengakibatkan gugurnya hukuman hadd sehingga diganti 

dengan hukuman lain (ta’zir) berdasarkan keputusan hakim.128 

 
125Abi Bakr Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Kubra, Juz 8, (Beirut: 

Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 413. Nomor Hadis 17057. 
126Ahmad bin Muhammad Husain Alu ‘Abd Al-Lathif, Jami’ Al-Ahadis wa Al-Atsar Al-

Lati Kharrajaha wa Hakamu ‘Alaiha Fadhilah Al-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Juz 

2, (Yordania: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1466), hlm. 208. 
127Walid bin Ahmad Al-Husain Al-Zabidi, Mausu’ah Al-Hafia Ibn Hajar Al-Asqalani Al-

Hadisiyyah, Jilid 3, (Tp: Al-Hikmah, t.tp), hlm. 156-157. 
128Zainuddin, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 81. 
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Persoalan hukum pencurian yang dilakukan berkelompok memang tidak 

ada dalil yang menjelaskannya. Apakah semua pelaku sudah dapat dihukum jika 

mencapai nisab hasil gabungan harta curian atau masing-masing pelakunya harus 

mendapatkan bagian nisab harta curian? Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, 

maka ulama mazhab Hanafi memandang bahwa para pelakunya dihukum apabila 

masing-masing mendapatkan bagian 10 dirham atau 1 dinar dengan jumlah yang 

sesuai, atau lebih di atasnya. 

Ulama mazhab Hanafi tidak melihat adanya dalil yang khusus mengenai 

penentuan batas nisab pencurian yang dilakukan secara berkelompok. Mazhab 

Hanafi tidak memakai dalil qiyas dalam kasus ini seperti yang dipakai oleh ulama 

mazhab Maliki, yaitu mengkiaskan (menganalogikan) dengan kasus pembunuhan 

yang dilakukan secara berjamaah, di mana tiap pelakunya wajib dihukum qishash 

meski dalam pembunuhan berkelompok, yang membunuhnya hanya satu orang, 

sementara yang lainnya hanya sekedar memukul korbannya. Pada kasus pelaku 

pencurian, ulama mazhab Hanafi justru membatasinya dengan terpenuhi tidaknya 

batas nisab yang diperoleh oleh masing-masing pencuri. 

Berdasasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa metode istinbat yang 

digunakan mazhab Hanafi tidak menggunakan dalil Alquran, tetapi menggunakan 

dalil hadis. Di dalam tata urut pola pengambilan dan penggalian hukum (istinbath 

al-ahkam) dalam mazhab Hanafi, tercakup ke dalam 10 (sepuluh) dasar hukum, 

yaitu Al-Kitab (Alquran), Al-Sunnah, ijmak, qias, istihsan, istishab, mashalih al-

mursalah, ‘urf, qaul shahabi, dan syar’u man qablana.129 

Dalam kasus pencurian secara berkelompok, ulama mazhab Hanafi tidak 

menemukannya dalam Alquran, namun mengenai prinsip-prinsip penghukuman 

kasus jinayat, termasuk pencurian justru ditemukan dalam ketetapan hadis. Imam 

 
129Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi Al-Sarakhsi, Al-Muhith Al-Radhawi fi Furu’ 

Al Fiqh Al-Hanafi, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 12. 
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Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Al-Sarakhsi, menyebutkan bahwa dalam 

penggalian hukum, maka yang didahulukan adalah ketentuan Alquran, jika tidak 

ada maka beralih ke hadis atau sunnah: 

 130آخذ بكتاب الله إذا وجدت فيه الحكم، و إلً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو حنيفة رحْه الله: 

Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata: Saya mengambil (menetapkan 

hukum) dengan kitab Allah ketika padanya ditemukan hukumnya, dan jika 

tidak, dengan sunnah Rasulullah Saw.131 

Dalam kasus nisab harta pada pencurian berkelompok, masing-mising dari 

pelaku harus mendapat bagian nisab baru dapat ditetapkan sanksi hukum. Inilah 

agaknya yang menjadi perhatian ulama mazhan Hanafi. Mazhab Hanafi melihat 

tidak ada dalil yang tegas membicarakan masalah tersebut, baik dalam Alquran 

atau hadis. Artinya, baik dalam Alquran maupun hadis, tidak ada keterangan dan 

penjelasan yang rinci, pasti dan jelas mengenai penghukuman bagi pelaku dalam 

kasus pencurian secara berkelomok. 

Hanya saja dalil yang dipakai adalah dalil hadis mengenai prinsip-prinsip 

umum mengenai larangan menjatuhkan hadd pada kasus-kasus yang di dalamnya 

ditemukan kesamaran, kekaburan, atau keraguan. Pada pencurian berkelompok, 

kasus tersebut mengandung syubhat (kesamaran dan keraguan), sehingga hukum 

yang muncul bagi pelakunya adalah syubhat. Pada kasus ini, ulama di kalangan 

mazhab Hanafi mengharuskan kehati-hatian (ihtiyati) dalam penerapan hukum. 

Untuk memastikan tidak ada syubhat tersebut, maka para pelaku dapat dihukum 

potong tangan dengan syarat masing-masing pelaku harus mendapat harta curian 

minimal satu nisab harta, yaitu 10 dirham atau 1 dinar. 

Berdasarkan pendapat tersebut, ulama mazhab Hanafi menetapkan batas 

nilai minimal nisab curain dan cara pembuktiannya relatif lebih ketat jika dilihat 

dari pandangan ulama mazhab lainnya, teritama mazhab Syafi’i. Artinya, batas 

 
130Ibid, hlm. 22. 
131Ibid. 
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nilai minimal nisab menurut ulama mazhab Hanafi lebih tinggi, sehingga boleh 

jadi hal ini akan menjerat pencuri relatif lebih sulit. 

Mengikuti pandangan tersebut, maka dapat uraikan bahwa harga 1 dinar 

atau 10 dirham sama dengan 4,25 gram emas. Harga 1 gram emas ± Rp. 

699.000,132 (Rp. 699.000 x 4,25 gram emas = Rp. 2.970.750). Dengan demikian, 

pencuri baru dapat dijatuhi hukuman hadd potong tangan bila mencuri barang 

atau uang senilai Rp. 2.864.500 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu 

lima ratu rupiah). Nilai ini relatif cukup besar jika dibandingkan dengan ulama 

yang menetapkan nisah harta curian sebesar ¼ dinar atau tiga dirham. 

Ulama mazhab Hanafi memang tidak menjelaskan secara jelas metode apa 

yang mereka gunakan dalam menelaah penetapan nisab harta curian dalam kasus 

pencurian berkelompok. Artinya, ulama mazhab Hanafi, di antaranya Imam Al-

Kasani, Imam Al-Razi Al-Jassas, Maudud, dan ulama-ulama yang berafiliasi di 

dalam mazhab Hanafi tidak menjelaskan metode istinbat dalam masalah tersebut. 

Hanya saja, mengacu pada alasan-alasan hukum yang mereka gunakan, dan juga 

penggunaan dalil riwayat Abu Hanifah sebelumnya, maka dari penggunaan itu 

menunjukkan ada pola penarikan hukum melalui hadis, meskipun menggunakan 

prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam hadis yang mereka gunakan. 

 
132Diakses melalui: https://aceh.tribunnews.com/2019/07/10/harga-jual-emas-stagnan-be 

rikut-harga-emas-hari-ini. Di akses pada tanggal 16 November 2021. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut Mazhab Hanafi, batas nisab harta curian yang wajib dihukum potong 

tangan adalah 10 dirham atau 1 dinar, atau yang setara dengan itu. Batas nisab 

tersebut baik dilakukan satu orang pelaku atau dilakukan secara berkelompok. 

Hanya saja, dalam pencurian berkelompok, para pelaku baru bisa dihukum 

potong tangan hanya jika masing-masing mendapatkan bagian nisab harta. 

Namun, jika salah satu pelaku tidak mendapatkan bagian minimal nisab harta, 

maka semua pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, melainkan 

hanya dikenakan hukuman ta’zir, sesuai dengan ketetapan hakim. 

2. Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam menetapkan basan minimal 

nisab harta curian adalah riwayat Ahmad dan al-Nasai, yang mengemukakan 

bahwa pelaku pencurian tidak dihukum potong tangan di bawah 10 dirham dan 

seharga satu perisai yang harganya sama dengan 10 dirham. Adapun dalil yang 

digunakan untuk kasus pencurian berjamaah adalah salah satu riwayat di dalam 

Musnad Abu Hanifah, yaitu pelaksanaan had ditolak ketika ada syubhat. Pada 

kasus pencurian secara jama’ah, tidak ada dalil khusus yang menerangkan para 

pelaku dihukum ataupun tidak dihukum sehingga kasus tersebut memunculkan 

keraguan atau syubhat. Metode istinbath yang digunakan mazhab Hanafi ialah 

dengan cara melihat kepada Alquran, jika tidak ada maka beralih ke sunnah. 

Dalam kasus pencurian berkelompok adanya syubhat, sehingga mengharuskan 

kehati-hatian (ihtiyati) dalam penerapan hukumnya.
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka ada beberapa  

saran dan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pendapat mazhab Hanafi hendaknya menjadi pertimbangan dalam membentuk 

materi peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pandangan mazhab 

Hanafi cenderung lebih hati-hati dan relatif ketat apabila dibandingkan dengan 

pandangan lainnya.  

2. Perlu ada kajian lebih jauh mengenai permasalahan hukum pencurian secara 

berjamaah, khususnya dalam kaitan dengan perbandingan hukum, baik antara 

tokoh, maupun dengan sistem hukum yang berbeda.
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